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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia (Studi Kasus: Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya) merupakan hasil penelitian empiris  yang 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana tinjauan kriminologi dan 

hukum pidana islam terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia di 

Lapas kelas I Surabaya, dan bagaimana dampak penjatuhan sanksi kebiri kimia 

terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

metode kualitatif, data yang disajikan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan juga studi literatur. 

Kemudian data diolah dengan metode deskriptif analisis serta pola fikir deduktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan: Ditinjau dari perspektif kriminologi, 

tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Aris dan Rahmat Santoso Slamet 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni faktor psikologis, faktor ekonomi, dan 

faktor pendidikan. Disamping itu teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan 

kasus tersebut diantaranya teori psikologis hedonistis, teori kontrol sosial, dan 

teori pembelajaran sosial. Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum 

pidana islam, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh kedua terpidana telah 

memenuhi asas-asas hukum pidana islam. Berkenaan dengan sanksi kebiri kimia, 

dampak yang dapat dirasakan diantaranya penuaan dini pada tubuh, meningkatkan 

risiko osteoporosis, mengurangi massa otot, mengalami ginekomastia, 

meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. 

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan penegak hukum 

mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kejahatan seksual 

serta bagaiamana upaya dalam menyikapinya. Kemudian teruntuk masyarakat 

umum, hendaknya tidak menganggap tabu terkait sex education, manakala 

terdapat korban pelecehan atau kekerasan seksual hendaknya bantu untuk speak 
up dan temani mereka dalam proses recovery. Dan yang tak kalah penting, bagi 

pemerintah hendaknya mengkaji lebih dalam berkenaan eksekusi kebiri kimia, 

mengingat tak sedikit pro-kontra terkait penjatuhan sanksi tersebut. Disamping 

itu diharapkan nantinya sanksi ini tak hanya menjadi wujud represif semata namun 

dapat memperbaiki tatanan masyarakat kedepannya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinamika kehidupan tak ubahnya dentuman waktu yang terus 

bergulir, gelap terang beriringan menapaki bumi. Begitu halnya dengan 

segenap insan yang ada kalanya menjadi baik dan tak menutup 

kemungkinan menjadi buruk. Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-

baiknya disertai dengan akal, nurani dan nafsu sehingga dapat memilah 

antara hitam ataupun putih.  

Bahkan telah termaktub dalam ayat-ayat suci al-Qur’an bahwa 

manusia merupakan makhluk yang paling unggul, sebagaimana firman 

Allah SWT: 

تِ  نَ ٱلطَّي ِبََٰ هُم م ِ هُمۡ فيِ ٱلۡبرَ ِ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنََٰ مۡنَا بَنِيٓ ءَادمََ وَحَمَلۡنََٰ وَلَقَدۡ كَرَّ

نۡ خَلَقۡنَا تفَۡضِيل   مَّ هُمۡ عَلَىَٰ كَثِيرٖ م ِ لۡنََٰ    77اوَفَضَّ

       “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(QS. Al-Isra': 70)1 

 

نْسَانَ فِيْٓ احَْسَنِ تقَْوِيْم     4لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 

                                                           
1 Al-Qur’an, 17:77. 
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“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya.” (QS. at-Tin: 4).2 
 

Berbanding lurus dengan semakin banyaknya karunia Allah yang 

diberikan kepada manusia, maka semakin berat pula amanah yang diemban. 

Tak hanya diperintahkan untuk beribadah menyembah Allah namun juga 

dimandatkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana firman 

Allah SWT: 

فيِ الأرَْضِ خَلِيفَةً قَالوُاْ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إِن ِي جَاعِل  

سُ لَكَ قَالَ إِن ِي أعَْلَمُ مَا لَْ  مَاء وَنَحْنُ نسَُب ِحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُد ِ يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الد ِ

07تعَْلَمُون  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui".(QS. al-Baqarah:30).3 

 

Hakikat manusia sebagai khalifah ialah untuk menjaga serta 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sesama manusia, maupun alam 

sekitarnya.4 Kendati demikian, insan tetaplah insan yang merupakan 

maḥalul khaṭa' wannisyān sehingga kealpaan, kekeliruan ataupun 

kekhilafan tentulah pernah dialami.  

Problema kehidupan yang ada semakin majemuk tak terkecuali 

dalam ranah tindak kriminal. Manusia yang sejatinya merawat dan 

melestarikan alam, justru merusak bahkan membinasakan makhluk lainnya. 

Mengedepankan ego, fatamorgana sesaat, serta kepuasan batin dalam diri.  

                                                           
2 Ibid., 95:4. 
3 Ibid., 2:30. 
4 Watsiqotul et al., “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis 

dalam Ajaran Islam”, Jurnal Penelitian, Vol. 12. No. 2, (Agustus, 2018), 367. 
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Ragam rupa kriminalitas mencuat dan berkembang dari masa ke 

masa, tak ubahnya jamur yang tumbuh subur pada tanah gambut. 

Menyeruak diantara celah-celah keselarasan, mengelamkan atmosfer 

harmoni secara perlahan. Baik yang buta akan aksara, mengeja dalam 

norma, hingga sang filsuf konstitusi tanpa ragu-ragu menjejakkan kaki 

dalam gelapnya persimpangan. 

Kendati demikian kriminalitas dapat terjadi tatkala objek dan 

pelaku kriminal bersua pada waktu dan tempat yang tepat, hal ini 

merupakan unsur fundamental dalam terjadinya sebuah tindakan kriminal. 

Untuk itu hendaklah disadari bahwa kriminalitas tidak hanya 

membutuhkan lebih dari sekedar “calon” pelaku tapi juga diperlukan 

adanya target serta lingkungan yang kondusif. 

Tak sedikit khalayak yang berasumsi bahwa penjahat merupakan 

seseorang yang nampak mengerikan disertai tindakan penganiayaan, 

perampokan, ataupun pembunuhan. Sedangkan realita yang ada definisi 

dari seorang penjahat sangatlah ekstensif, yakni siapapun yang melakukan 

pelanggaran hukum secara yuridis merupakan penjahat, bahkan dalam 

beberapa ihwal yang dirasa abai seperti tidak membayar pajak dapat 

dikategorikan sebagai penjahat.  

Sebuah target dapat dikatakan “valid” dengan merujuk pada 

seseorang, benda, tempat ataupun keadaan yang dipersepsikan memiliki 

value tertentu. Misalnya saja pada kasus perampokan tentu target telaknya 

yakni tempat yang diprediksikan menghimpun benda-benda berharga 

ditambah dengan tingkat sekuritas yang minim, sedangkan pada kasus 

penjambretan terfokus pada seseorang yang membawa barang-barang 

bernilai tinggi, tidak sedang membawa senjata tajam, dan kemungkinan 

kecil untuk dapat melawan. Namun perlu diingat, bahwa target yang dirasa 

“cocok” antara satu pelaku dengan pelaku yang lain tentunya berbeda. 

Seseorang yang telah memiliki pengalaman dalam dunia kriminal akan 
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lebih cenderung untuk melihat dan mengksploitasi peluang kriminal yang 

muncul. 

Menurut Cesare Lambrosso pelaku kejahatan diklasifikasikan 

menjadi insane criminal, born criminal, criminaloid atau disebut juga 

dengan occasional criminal serta criminal of passion. Insane criminal 

merupakan pelaku kejahatan yang memiliki sisi abnormal seperti halnya 

paranoid, idiosi, epilepsi, dimensia, ataupun imbesilitas. Sedangkan born 

criminal merupakan tipe pelaku kejahatan yang diyakini terlahir dan 

berbakat untuk menjadi penjahat, apabila diprosentase mencapai sepertiga 

dari jumlah pelaku kejahatan yang ada di dunia.  

Tipe criminaloid merupakan golongan terbesar dari tipe-tipe pelaku 

kejahatan lainnya, dimana pelakunya tidak memiliki ciri-ciri fisik yang 

khas, sehingga nampak lebih tenang, mempersiapkan kejahatannya secara 

matang, bahkan pada kasus-kasus tertentu mereka dapat melakukan 

sesuatu yang sangat sadis dan juga kejam. Karakter pada diri criminaloid 

terbentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya. 

Pada tipe Criminal of passion pelaku kejahatan melakukan tindakan-tindakannya 

karena didasari adanya amarah, cinta ataupun kehormatan. 

Secara garis besar teori-teori kriminologi dapat digolongkan 

menjadi tiga bagian diantaranya5, Pertama, teori-teori makro 

(macrotheories) atau teori abstrak. Pada dasarnya teori-teori dalam 

macrotheories menguraikan interpendensi antara kejahatan dengan 

struktur masyarakat, termasuk diantaranya yakni teori Konflik dan teori 

Anomie. Kedua, teori-teori mikro (microtheories) yang bersifat lebih 

spesifik. Pada teori mikro lebih diperjelas mengenai mengapa 

seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan tindak kejahatan 

atau menjadi kriminal (etiology criminal). Konkritnya, teori-teori ini lebih 

bertendensi pada pendekatan biologis atau psikologis. Termasuk dalam 

                                                           
5 Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological Theory, (Englewood Cliffs, New 

Jersey: Printice-Hall,1988), 4. 
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klasifikasi teori ini diantaranya Social Control Theory dan Social Learning 

Theory. Ketiga, merupakan teori-teori yang tidak termasuk dalam ranah 

teori mikro ataupun makro namun terdapat adanya keterkaitan mengenai 

deskripsi tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi 

penjahat, hal ini disebut dengan Beidging Theories.  

Disamping itu, terdapat satu fokus yang cukup menarik, yakni 

adanya peraturan pemerintah terbaru yang menghasilkan pro dan kontra di 

tengah khalayak. Dimana peraturan tersebut memuat tentang hukuman 

kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 

Tak hanya dijatuhi dengan pemidanaan kebiri semata, namun disertai 

dengan pemasangan alat elektronik, disusul dengan proses rehabilitasi dan 

ditutup dengan pengumuman identitas pelaku. Pemidanaan tersebut 

diberikan sebagai pidana tambahan dan dilaksanakan seusai pidana pokok 

sang terdakwa. 

Mungkin hal ini terlihat miris dan cukup kejam apabila dipandang 

dalam perspektif HAM, bagaimana tidak prosesi kebiri kimia memiliki efek 

tak tanggung-tanggung diantaranya menurunkan kadar testosteron dengan 

menggunakan obat-obatan tertentu. Dan tak hanya itu, efek kebiri kimia 

bisa saja lebih fatal, seperti depresi, osteoporosis, bahkan penyakit jantung. 

Namun langkah ini tentu telah dipikirkan secara matang-matang 

sebelumnya. Pemerintah telah geram dengan para pelaku kekerasan seksual 

terlebih yang mengorbankan anak-anak dibawah umur, hal ini selaras 

dengan dampak yang diterima oleh anak-anak, seperti mengalami depresi, 

ketakutan atau fobia, menjadi tertutup atau tidak percaya diri, disfungsi 

seksual, atau bahkan terjangkit penyakit seksual. Salah satu upaya 

pemerintah dalam menyikapi hal tersebut diantaranya dengan 

mengesahkan sanksi kebiri kimia yang tujuannya tak jauh dari menekan 

angka kriminalitas dan menjadikan efek jera bagi para pelaku.  

Nyatanya Indonesia tak sendirian perihal mendukung bahkan 

mengizinkan adanya pidana kebiri ini. Beberapa negara lain seperti Rusia, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 

 

Argentina, Moldova, Korea Selatan, Inggris, Amerika dan sejumlah negara 

lainnya telah mendahului regulasi tersebut. Berkaca dari negara-negara 

pendahulu, rasio pelaku kekerasan seksual terutama pada anak berhasil 

ditekan.  

Selain menilik pada konsep pemidanaan, perlu diketahui pula 

faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kekerasan seksual pada anak 

melancarkan aksinya. Baik ditinjau dari faktor sosiologis, kriminologis 

maupun psikologis. Hal ini sebagai langkah preventif disamping adanya 

wujud represif dalam memperbaiki tatanan masyarakat. 

Tak berselang lama sejak disahkannya PP No. 70 tahun 2020 oleh 

Presiden Jokowi, salah satu terdakwa yang saat ini mendekam di Lapas 

Kelas I Surabaya menjadi terdakwa pertama di Indonesia yang dijatuhi 

hukuman kebiri kimia. Sehingga mau tak mau dia akan menjadi sosok yang 

mengawali pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, dan tentunya akan menjadi 

kaca perbandingan untuk kedepannya. 

Lalu, bagaimana Islam memandang kekerasan seksual pada anak? 

Apakah hukuman kebiri kimia merupakan bentuk ganjaran yang setimpal 

dengan kejahatan yang dilakukan? Tentunya Islam memiliki pisau hukum 

tersendiri dalam memandang kasus ini. Dalam Islam sanksi bagi pelaku 

tindak kekerasan seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci namun 

ayat-ayat al-Qur’an telah melarang perbuatan tersebut jauh sebelum 

adanya regulasi berkenaan dengan kekerasan seksual di bumi. Diantaranya 

pada surat Al-Isra’ ayat 02 yang artinya “Dan janganlah kamu mendekati 

zina, sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu 

jalan yang buruk.”6 

Kekerasan seksual pada anak termasuk dalam klasifikasi zina, yang 

mana hal ini dilakukan diantara orang-orang yang belum menjadi mahram, 

bahkan konteks kekerasan seksual lebih berat dikarenakan adanya unsur 

paksaan, terlebih menjadikan anak dibawah umur sebagai korban. Dalam 

                                                           
6 Al-Qur’an, 17:02. 
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hukum Islam, perbuatan zina dianggap sebagai suatu hal yang sangat keji 

dan disebut dengan jarimah. Menurut jumhur ulama apabila suatu 

persetubuhan baik dilakukan oleh orang yang telah menikah atau orang 

yang belum menikah, selama perbuatan tersebut berada di luar koridor 

pernikahan yang sah, hal itu disebut sebagai zina dan termasuk dalam 

klasifikasi perbuatan melawan hukum. Kendati hal tersebut dilakukan 

secara sukarela atau suka sama suka, tetaplah tidak merubah atau 

mengurangi kadar dari hukuman yang ada.7 

Manakala perbuatan zina telah dapat dibuktikan kebenarannya dan 

tiada terdapat syubhad di dalamnya maka majelis hakim harus memberi 

keputusan terkait pelaksanaan hukuman. Yakni dengan menjatuhkan 

hukuman had, berupa dera seratus kali dengan hukuman tambahan 

pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghairu muhshan dan hukuman 

rajam bagi pezina muhshan. Para fuqaha sepakat bahwa pelaksanaan 

hukuman had harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang 

ditunjuk dalam hal ini aparat penegak hukum). Beberapa hadist 

menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam perkara pelaksanaan hukuman 

had selalu memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat, disamping itu 

beliau tidak ikut menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut.8  

Hukuman had hendaknya dilaksanakan di muka umum secara 

terbuka sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2: 

 

نْهُمَا مِا ئةََ جَلْدةَ  ۖ وَلَْ تأَخُْذْكُم بِهِمَا رَأفَْة   حِد  م ِ انىِ فَٱجْلِدوُا كُلَّ وََٰ انيَِةُ وَٱلزَّ ٱلزَّ

فىِ دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيوَْمِ ٱلْءَاخِرِۖ  وَلْيَشْهَدْ عَذاَبَهُمَا طَائِٓفَة  

نَ ٱلْمُؤْمِنِينَ  2م ِ  

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah (ada) belas 

kasihan kepada keduanya (sehingga) mencegah kamu untuk (menjalankan) 

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan 

                                                           
7 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69. 
8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 57.  
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hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan 

orang-orang yang beriman.”9 

Selain itu sanksi atau hukuman dalam hukum islam ditinjau dari 

segi korelasi antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, terbagi 

menjadi: 

1. Hukuman pokok (al-‘uqubatu al-asliyah), merupakan hukuman asli bagi 

satu kejahatan. 

2. Hukuman pengganti (al-‘uqubatu al-badaliyah), merupakan  hukuman yang 

mengantikan posisi hukuman pokok apabila hukuman pokok tersebut tidak 

bisa dilaksanakan karena suatu alasan hukum. 

3. Hukuman tambahan (al-‘uqubatu al-taba’iyah), merupakan hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok. 

4. Hukuman pelengkap (al-‘uqubatu al-takmiliyah), meupakan hukuman yang 

dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman pokok yang ada.10 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

       Bertitik tolak dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan dalam 

penelitian, diantaranya: 

a) Teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan penyebab 

terjadinya kekerasan seksual pada anak. 

b) Motif terpidana dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak. 

c) Tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam tinjauan hukum 

pidana islam. 

d) Kilas balik sejarah sanksi kebiri yang diterapkan di dunia. 

                                                           
9 al-Qur’an, 24:2. 
10 A. Djauzuli, Fiqh Jinayah: Upayah Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1997), 28-29. 
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e) Dampak penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak 

kekerasan seksual pada anak. 

2. Batasan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan dibahas, diantaranya: 

a) Tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap terpidana 

yang dijatuhi hukuman kebiri kimia di Lapas kelas I Surabaya. 

b) Dampak penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak 

kekerasan seksual pada anak. 

 

C. Rumusan Masalah 

  Dari identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap 

terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia di Lapas kelas I 

Surabaya? 

2. Bagaimana dampak penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku 

tindak kekerasan seksual pada anak? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka diperlukan sebagai acuan dalam penelitian dan juga 

menghindari adanya kesamaan dengan literatur-literatur lainnya. Selain itu 

kajian pustaka dapat mempertajam analisa penulis dengan 

mengkomparasikan konteks ataupun konsep yang terdapat dalam literatur 

sebelumnya. Berikut beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan 

penelitian terkait pelaku tindak kriminal kekerasan seksual pada anak yang 

dikenai sanksi kebiri kimia: 

1. Sebuah skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan 

Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Tindak 
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Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur dan 

Relevansinya dengan Tujuan Pemidanaan (STUDI PUTUSAN NO. 

69/PID.SUS/2019/PN.MJK)” yang ditulis oleh Bobby Bintang 

Hasiholan Sigalingging.11 Skripsi tersebut meneliti tentang penjatuhan 

sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak 

dengan menggunakan pisau studi putusan. Sedangkan pada penelitian 

kali ini lebih menitikberatkan pada studi lapangan yakni bertempat di 

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya.  

2. Sebuah jurnal berjudul “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku 

Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah 

Pemidanaan” yang ditulis oleh Tunggal S dan Nathalina Naibaho.12 

Jurnal tersebut mengulas seputar tujuan pemidanaan dari kebiri kimia 

dan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual anak di 

Indonesia. Sedikit berbeda dengan penelitian kali ini, dimana peneliti 

mengkaji seputar motif dari pelaku kekerasan seksual pada anak. 

3. Sebuah tesis dengan judul “Analisis Kebijakan Hukum Pidana 

Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap 

Anak” yang ditulis oleh Jein Djauhar.13 Tesis tersebut mengulas seputar 

dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak dan juga keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan 

hukum pidana. Sementara itu pada penelitian kali ini lebih terfokus 

pada dampak yang ditimbulkan dari sanksi kebiri kimia. 

4. Sebuah jurnal yang berjudul “Castration of Sex Offenders: Prisoners’ 

Rights Versus Public Safety” yang ditulis oleh Charles L. Scott and 

                                                           
11Bobby Bintang Hasiholan Sigalingging, “Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Kebiri 

Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

dibawah Umur dan Relevansinya dengan Tujuan Pemidanaan (STUDI PUTUSAN NO. 

69/PID.SUS/2719/PN.MJK)”, (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, 2020). 
12 Tunggal S dan Nathalina Naibaho, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual 

Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50. 

No. 2, (2020). 
13 Jein Djauhar, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku 

Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, (Tesis—Universitas Islam Indonesia, 2017). 
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Trent Holmberg.14 Jurnal tersebut mengulas analisis mengenai upaya 

legislatif yang berkenaan dengan hukuman kebiri kimia sudahkah 

mencapai keseimbangan yang tepat antara hak para pelaku tindak 

kriminal dan hak masyarakat. Disamping itu penelitian kali ini 

berorientasi pada variabel-variabel kriminologi maupun hukum pidana 

islam berkaitan dengan pelaku kekerasan seksual yang telah dijatuhi 

sanksi kebiri kimia. 

5. Sebuah jurnal dengan judul “Applying Situational Principles to Sexual 

Offenses against Children” yang ditulis oleh Richard Wortley and 

Stephen Smallbone.15 Jurnal ini mengkaji tentang uraian kasus yang 

bertujuan untuk menemukan model pencegahan situasional bagi 

pelanggar pelecehan seksual terhadap anak. Kendati demikian, pada 

penelitian kali ini penulis mengulas seputar upaya represif pada pelaku 

kekerasan seksual pada anak, sehingga dapat dikatakan mengekstensif 

kandungan pada jurnal tersebut. 

Beberapa literatur di atas dapat dikatakan tidak adanya persamaan 

terkait konsep ataupun konteks pembahasan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Disamping itu, penulis tidak mendapati adanya 

penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas I Surabaya dengan objek 

pembahasan terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini diantaranya: 

                                                           
14 Charles L. Scott dan Trent Holmberg, “Castration of Sex Offenders: Prisoners’ Rights Versus 

Public Safety”, The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 31:502–9, 

(2003). 
15 Richard Wortley dan Stephen Smallbone, “Applying Situational Principles to Sexual Offenses 

against Children”, Crime Prevention Studies, volume 19, pp. 7–35, (2006). 
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1. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam 

terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia di Lapas kelas 

I Surabaya. 

2. Untuk mengetahui dampak penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap 

pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Aspek Keilmuan (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah 

keilmuan khususnya dalam ranah hukum pidana positif dan hukum 

pidana islam, terutama mengenai pendekatan kriminologi terhadap 

kasus kekerasan seksual pada anak. 

2. Aspek Terapan (Praktis) 

Penilitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau referensi 

bagi para pengamat serta penegak hukum dalam pemidanaan bagi 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. 

 

G. Definisi Operasional 

Demi mempermudah pemahaman pembaca dan menghindari 

kekeliruan dalam memaknai judul penelitian ini, maka penulis perlu 

mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya: 

1. Kriminologi  

Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan 

dari segala aspek, dimana tujuan dari disiplin ilmu ini ialah untuk 

mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan.16 

2. Hukum Islam 

                                                           
16 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama, (Jakarta:Kencana, 

2018), 1. 
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Merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunah Rasul yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana 

atau jarimah yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yakni orang-

orang yang dapat dibebani dengan kewajiban.17 Dengan tujuan untuk 

mewujudkan kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

3. Kekerasan Seksual 

Merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menyerang, menghina 

terhadap tubuh seseorang. Disertai dengan adanya hasrat seksual serta 

tindakan secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang, 

sehingga menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu memberikan 

persetujuan dalam keadaan bebas, dikarenakan adanya kesenjangan sosial baik 

dalam bentuk kuasa atau gender (inferioritas) yang dapat mengakibatkan 

penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan memiliki tujuan 

tertentu secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. 

4. Kebiri Kimia 

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk menurunkan kadar testosteron 

pada pria dengan menggunakan obat-obatan tertentu. Dengan begitu hormon 

yang memengaruhi libido atau nafsu seks pria menjadi menurun. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur yang 

digunakan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Untuk itu penulis 

menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini: 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research yakni penelitian 

                                                           
17 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan 

Kemasyarakatan, 1992), 86. 
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yang mengimplementasikan studi kasus hukum empiris berupa perilaku 

hukum masyarakat. Dimana pokok kajiannya merupakan hukum yang 

dikonsepkan sebagai perilaku nyata18,berdasarkan pengamatan 

fenomena dan mengarah pada substansi makna dari fenomena tersebut 

(metode fenomenologi). 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field 

research) yakni sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 

mengangkat data-data yang terdapat di lapangan19. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Surabaya sebagai tempat penelitian dengan responden dua terpidana yang 

dijatuhi hukuman kebiri kimia. 

Tujuan dilakukannya penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

I Surabaya yakni, karena merupakan instansi hukum yang tengah membina 

para terpidana yang dijatuhi sanksi kebiri kimia. Disamping itu sasaran 

pada penelitian ini merupakan para terpidana yang ekslusif, dimana mereka 

merupakan para terpidana yang mendapat putusan sanksi kebiri kimia, 

bahkan salah satunya merupakan terpidana pertama di Indonesia. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan 

karakteristik, fakta, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang 

diselidiki secara sistematis, akurat, dan mendalam.20 Relevansi dari 

sifat deskriptif pada penelitian ini ialah menggambarkan karakteristik, 

fakta serta korelasi fenomena-fenomena yang berkenaan dengan pelaku 

tindak kriminal kekerasan seksual pada anak. 

3. Sumber data 

                                                           
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52. 
19 Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Bandung:Tarsoto, 1995), 58. 
20 Muhammad Musa, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Fajar Agung, 1988), 8. 
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Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, pada 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data diantaranya: 

a. Sumber data primer 

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek atau 

lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini sumber data primer 

didapatkan melalui: 

1.) Wawancara secara langsung dengan pelaku tindak 

kriminal kekerasan seksual pada anak. 

2.) Observasi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

I Surabaya. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data yang diperoleh dari sumber kedua (melalui 

media perantara) sebagai bahan pendukung serta memberikan 

penjelasan atas bahan data primer. Pada penelitian kali ini 

sumber data sekunder diperoleh dari beberapa rujukan 

diantaranya: 

1.) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini, yakni: 

a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. 

b.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

c.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang. 

d.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
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Tindakan Kebiri Kimta, Pemasangan Alat 

Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan 

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak. 

2.) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini, yakni: 

a.) Stephen Smallbone and Richard Wortley, Child 

Sexual Abuse in Queensland: Offender 

Characteristics and Modus Operandi. 

b.) Henny Yuningsiha, I Nyoman Nurjaya, Prija 

Djatmika and Masruchin Ruba’I, Philosophical 

Foundation of Chemical Castration for Offenders 

of Sexual Violence Against Children. 

c.) Weiberger, Linda E., et al. “The Impact of Surgical 

Castration Risk among Sexually Violent Predatory 

Offenders”. The Journal of The American 

Academy The American Academy of Psychiatry 

and The Law. Vol. 33. No. I, 2005. 

d.) Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam 

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 

e.) HA. Djazuli, Fiqh jinayah (upaya menanggulangi 

kejahatan dalam Islam). 

f.) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah. 

c. Sumber data tersier  

Sumber data yang memberikan penjelaskan atas bahan 

data primer maupun bahan data sekunder. Sumber data tersier 

yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

1.) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

2.) Ensiklopedia. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada 

penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi dan juga 

studi literatur. Metode observasi yang digunakan ialah observasi 

partisipatoris, yakni peneliti memposisikan diri sebagai partisipan 

seolah-olah menjadi masyarakat atau komunitas yang diteliti.  

Sedangkan teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini 

ialah wawancara semi-struktur, dimana peneliti telah menyiapkan 

beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber 

namun tetap mengkesplorasi pertanyaan-pertanyaan di luar daftar yang 

ada.  

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas ataupun proses dalam 

melakukan pencarian, penyelidikan maupun pengumpulan yang 

dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh 

keterangan, pengetahuan dan juga bukti yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi yang 

terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang relevan 

dengan penelitian. 

Kemudian pada studi literatur peneliti menelusuri berbagai 

dokumen penting yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen 

tersebut dapat berupa teks maupun gambar yang diperoleh melalui 

buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya, 

maupun draft peraturan perundang-undangan yang ada. 

5. Teknik analisis data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

teknik analisis deskriptif dengan metode berpikir deduktif dimana 

peneliti akan menyajikan analisa, gambaran, dan ringkasan dari 

berbagai data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara 

maupun studi literatur.  
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Pola berpikir deduktif akan mengimplementasikan hal-hal yang 

bersifat umum (general) untuk kemudian dikorelasikan dengan 

variabel-variabel khusus. Dalam hal ini dengan merelevansi teori-teori 

kriminologi seperti teori anomi, teori kontrol soial, social learning 

theory, teori psikoanalisa, ataupun moral development theory dengan 

asas-asas hukum pidana islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang 

dapat menjawab bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana 

islam terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia serta apa 

saja dampak yang ditimbulkan dari sanksi kebiri kimia. 

           

I. Sistematika Pembahasan 

Pada sebuah penelitian tentunya diperlukan adanya sistematika 

pembahasan, dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca dalam 

memahami alur pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika 

pembahasan pada penelitian ini yakni: 

BAB I: Terdapat pendahuluan yang mencakup beberapa muatan yakni 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, serta sitematika pembahasan. 

BAB II: Terdapat landasan teori yang merupakan seperangkat definisi, 

teori maupun proposisi yang menjadi dasar dalam penelitian. Landasan teori 

tersebut memuat tentang penjabaran kriminologi dan hukum pidana islam, 

teori-teori kriminologi yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual 

pada anak, sejarah hukuman kebiri kimia beserta penerapannya yang ada di 

beberapa negara, dampak penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku 

kekerasan seksual pada anak baik secara fisik maupun psikis, teori-teori hukum 

pidana islam terkait pelaku tindak kriminal kekerasan seksual pada anak. 

BAB III: Memuat pembahasan tentang profil Lapas Kelas I Surabaya, 

data para tahanan tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berada di 
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Lapas Kelas I Surabaya, data wawancara terhadap terpidana yang telah 

dijatuhi hukuman kebiri kimia.  

BAB IV: Memuat pembahasan tentang korelasi teori-teori kriminologi 

dengan tindakan terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia, menelaah 

motif terpidana dalam melakukan tindak kriminal kekerasan seksual pada 

anak, relevansi teori-teori hukum pidana islam dengan tindakan terpidana yang 

dijatuhi hukuman kebiri kimia di Lapas Kelas I Surabaya, dampak penjatuhan 

sanksi kebiri kimia terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia di 

Lapas Kelas I Surabaya, perspektif HAM dan maqashid syari’ah terhadap 

hukuman kebiri kimia. 

BAB V: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan juga 

saran dari penulis berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan di Lapas 

Kelas I Surabaya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK KRIMINOLOGI, PEMIDANAAN, HUKUM PIDANA 

ISLAM, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, DAN KEBIRI KIMIA  

 

A. Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Secara etimologis kriminologi merupakan perpautan antara dua 

kata yakni crimen bermakna kejahatan dan juga logos bermakna ilmu 

pengetahuan, dimana keduanya diambil dari bahasa Latin. Sehingga 

apabila digabungkan memiliki arti ilmu yang mempelajari kejahatan.1 

Sedangkan pada sisi terminologis kriminologi mengandung 

makna yang beragam, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh E. 

Sutherland, bahwa menurutnya kriminologi merupakan keseluruhan 

pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. 

Sedangkan menurut Soedjono, kriminologi merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, pencegahan (preventif) 

dan perbaikan (represif) dari adanya kejahatan sebagai gejala sosial 

dengan adanya beberapa kontribusi dari ilmu pengetahuan lainnya. 

                                                           
1 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2018), 1. 
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Berbeda halnya dengan W.A. Bonger, ia mendefinisikan bahwa 

kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan menyelidiki seluruh aspek 

yang memungkinkan timbulnya kejahatan. Disamping itu Bonger 

mengklasifikasi ruang lingkup kriminologi menjadi dua, yakni 

kriminologi terapan dan kriminologi murni.2 

2. Ruang Lingkup Kriminologi  

Ruang lingkup kriminologi murni, meliputi: antropologi 

kriminal, psikologi kriminal, penologi, psikopatologi dan neuropatologi 

kriminal, serta sosiologi kriminal.3  

a. Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari serta meneliti pelaku kejahatan dari segi karakter, 

tingkah laku, dan juga ciri fisik. Selain itu, antropologi kriminal 

juga meneliti korelasi antara suku bangsa dengan kejahatan, 

serta budaya suatu masyarakat dengan terciptanya para pelaku 

kriminal. 

b. Psikologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji 

kejahatan dalam perspektif kejiwaan pelaku. Beberapa hal yang 

dipertanyakan dalam disiplin ilmu kali ini ialah apakah 

kejiwaan seseorang dapat melahirkan tindak kejahatan? Atau 

mungkin dikarenakan faktor lingkungan yang ada sehingga 

memberi pengaruh pada kejiwaan seseorang dan mencetak 

mental-mental penjahat? 

c. Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang meninjau terkait 

bentuk pemidanaan baik dalam segi sistem ataupun treatment 

yang sesuai untuk diberlakukan pada pelaku tindak kriminal. 

                                                           
2 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 4. 
3 Ibid., 12. 
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Beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam penologi 

diantaranya, apakah penjahat yang telah dikenai sanksi akan 

bertransformasi menjadi warga negara yang taat hukum atau 

justru malah menjadikannya calon residivis di masa yang akan 

datang? Apakah dalam sebuah penjatuhan sanksi perlu adanya 

pertimbangan baik dari aspek background pelaku kejahatan 

maupun balancing antara pemidanaan dengan kejahatan yang 

dilakukan? 

d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal merupakan ilmu 

pengetahuan yang menelaah tindak kejahatan serta pelaku 

tindak kriminal dengan gangguan kejiwaan ataupun urat syaraf. 

Permasalahan yang dikaitkan dalam bidang ilmu tersebut 

diantaranya: Apakah gangguan urat syaraf dan juga penyakit 

kejiwaan dapat menciptakan suatu kejahatan? Apabila terdapat 

relevansi antara keduanya, jenis kejahatan apa yang kiranya 

akan ditimbulkan? 

e. Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari serta meneliti bentuk-bentuk kejahatan yang 

ditinjau dari aspek lingkungan sosial (masyarakat sekitar). 

Ragam pertanyaan yang timbul dalam sosiologi kriminal 

diantaranya: Apakah suatu lingkup masyarakat dapat 

menjadikan seseorang menjadi kriminal? Disamping   itu, 

apakah norma yang ada di tengah masyarakat tidak memiliki 

fungsi ataupun peran dalam pencegahan tindakan kriminal? 

Ruang lingkup kriminologi terapan, meliputi: kriminalistik, 

politik kriminal, dan juga hygiene kriminal.4 

a. Kriminalistik diaplikasikan dalam ranah teknik pengusutan 

serta penyidikan untuk mengungkap suatu kejahatan secara 

                                                           
4 Ibid.,14. 
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ilmiah. Beberapa cakupan kriminalistik diantaranya, 

laboratorium kriminal, alat pendeteksi kebohongan, alat 

peneliti DNA, alat penentu keracunan kedokteran kehakiman, 

dan beragam scientific criminalistic lainnya. 

b. Politik kriminal ialah suatu inisiasi untuk menanggulangi 

kejahatan yang telah terjadi di tengah masyarakat dengan 

menggunakan nalar rasional. Dimana upaya tersebut dapat 

ditempuh melalui jalur pidana (penal) ataupun di luar pidana 

(non penal).  

c. Hygiene kriminal merupakan upaya untuk mengantisipasi 

timbulnya tindak kejahatan. Beberapa hal diantaranya dengan 

menciptakan peraturan perundang-undangan.  

 

3. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi 

Aliran dalam kriminologi terklasifikasi menjadi: aliran klasik, 

aliran positif, aliran neo klasik, dan aliran kritis.5 

a. Aliran klasik 

Merupakan suatu aliran yang terlahir pada abad ke-18 

hingga pada awal abad ke-19. Beberapa tokoh yang menonjol 

dalam aliran klasik diantaranya Jeremy Bentham dan juga 

Cesare Beccaria. Keduanya memiliki gagasan bahwa sejatinya 

kejahatan bersumber dari sifat dasar manusia yakni hedonistik 

dan juga rasional. Dimana hedonistik menjadikan manusia 

cenderung untuk bertindak demi kepentingan pribadi, 

sedangkan rasional mencetak pemikiran untung rugi dalam 

setiap perbuatan. 

                                                           
5 Ibid., 65. 
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Seperti halnya yang dikatakan oleh Bentham, alam telah 

meletakkan manusia di bawah naungan kendali suka dan duka. 

Lantaran kedua hal tersebut menjadikan manusia berkutat 

tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang semestinya 

dihindarkan. Untuk kemudian menentukan apa-apa saja yang 

tepat untuk dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. 

Bentham berpendapat, bahwa segala tingkah laku manusia 

baik diinsafi ataupun tidak sejatinya bertujuan untuk meraih 

kebahagiaan. Khalayak akan bertindak dengan meminimalisir 

rasa sakit ataupun luapan biaya untuk sampai pada kesenangan 

yang dituju. Hal semacam inilah yang seharusnya menjadi titik 

tolak dalam tatanan hidup manusia, tak terkecuali hukum.6 

Perspektif aliran klasik beranggapan, disamping 

memiliki sifat hedonis manusia juga mengemban sifat rasional. 

Sehingga apapun yang dilakukan entah itu hal baik atau buruk 

sekalipun akan dikalkulasikan pada untung dan rugi, termasuk 

di dalamnya tindak kejahatan. Dengan kemampuan tersebut 

manusia akan mempertimbangkan untuk melakukan 

kriminalitas atau tidak. 

Aliran klasik memiliki faham indeterminisme mengenai 

kebebasan berkehendak manusia yang menekankan pada 

perbuatan pelaku kehajatan. Dalam kehidupan sosial manusia 

terikat dengan kontrak sosial, sehingga ketika seseorang 

melakukan pelanggaran dipandang sebagai tindakan yang 

mengkhianati kontrak sosial yang ada. Akibat dari tindak 

pelanggaran tersebut maka diberikan sanksi yang setimpal. 

Dalam aliran klasik menekankan pada penghukuman yang 

bersifat represif dan retributif. 

                                                           
6 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2018), 66. 
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Hukuman retributif memposisikan sanksi pidana 

sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang 

masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan 

merupakan pembalasan atas dasar tanggung jawab moral pelaku 

sebagai anggota masyarakat yang melanggar kontrak sosial dan 

bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. 

Disamping itu, Bentham dengan prinsip utilitariannya 

menyatakan bahwa semestinya sanksi pidana tidak untuk 

dijadikan sarana pembalasan, namun untuk mencegah 

timbulnya kejahatan. Di satu sisi, pemidanaan ditujukan untuk 

memperbaiki tingkah laku dan sikap terpidana, sedangkan di 

sisi lain pemidanaan diorientasikan sebagai kaca perbandingan 

bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan (detterance) dimasa 

yang akan datang. Pendapat ini kemudian mengilhami 

terbentuknya Konstitusi USA dan Code Civil du Napoleon 

1971.7 

Tak jauh berbeda dengan Bentham, Beccaria yang 

merupakan seorang ahli ekonomi dan ilmu pasti 

memperjuangkan adanya prinsip equality before the law atau 

adanya persamaan di muka hukum bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Ia menginginkan adanya kesetaraan antara 

tindakan dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam bukunya yang 

berjudul “Essay on Crime and Punishment” Beccaria 

menguraikan beberapa prinsip miliknya, seperti: 

1.) Sumber hukum sesungguhnya ialah undang-undang 

bukanlah hakim, sehingga hanya undang-undang yang dapat 

menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan. 

                                                           
7 Anggreany Haryani Putri dan Koesparmono Irsan, Diktat Kriminologi, (Jakarta: Universitas 

Bhayangkara, 2020), 32. 
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2.) Hakikat sesungguhnya dari tugas seorang hakim ialah hanya 

menentukan kesalahan seseorang, sehingga hakim tidak 

diperkenankan untuk menafsirkan kandungan undang-

undang. Dapat dikatakan bahwa hakim hanya menentukan 

apakah suatu perbuatan sesuai dengan aturan yang ada 

ataukah tidak. 

3.) Pembentukan suatu masyarakat yang dilandaskan pada 

kontrak sosial, hal ini untuk menghindari adanya kekacauan 

dan peperangan. 

4.) Kesakitan dan kebahagiaan merupakan dasar dari motif-

motif manusia. Sehingga dalam pembentukan undang-

undang telah terdapat didalamnya hukuman dan juga hadiah 

bagi setiap orang. 

5.) Hak mutlak untuk melakukan penghukuman hanya boleh 

dilakukan oleh negara, dalam hal ini yakni penguasa. 

Dimana kredibelitas penguasa dimata masyarakat mampu 

membela kebebasan dan melindungi khalayak umum.8 

b. Aliran Neo Klasik  

Sama seperti namanya yakni neo yang berarti baru atau 

diperbarui, sehingga aliran neo klasik dapat dikatakan sejalan 

dengan aliran klasik namun terdapat adanya pembaharuan di 

beberapa inti ajaran yang ada. Beberapa perubahan tersebut 

diantaranya: 

1.) Gubahan pada doktrin kehendak bebas (free will), dimana 

pada aliran neo klasik mengganggap bahwa perbuatan jahat 

tidak hanya ditentukan oleh faktor kehendak bebas semata, 

namun juga dipengaruhi oleh premeditasi dan patologi. 

2.) Premeditasi merupakan variabel niat yang akan menjadi 

tolak ukur dalam menentukan pemberian sanksi. Sehingga 

                                                           
8 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 70. 
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para pelaku kriminal yang baru memiliki perbedaan 

dibandingkan dengan para residivis, yang dapat dikatakan 

bahwa residivis telah terikat oleh kebiasaan-kebiasaan 

sebelumnya. 

3.) Sedangkan patologi merupakan ketidakmampuan seseorang 

dalam bertindak, bisa dikarenakan faktor kejiwaan, 

gangguan kepribadian, dan ragam variabel lainnya yang 

mencegah seseorang untuk dapat berkehendak bebas. 

4.) Adanya pertimbangan dari segi sosiologi dan juga psikologi 

dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak kriminal. 

Hal ini dikarenakan pada aliran klasik dirasakan adanya 

ketidak adilan, yakni tidak adanya perbedaan kadar 

hukuman yang dijatuhkan antara pelaku berusia dewasa dan 

anak-anak, pelaku dengan gangguan kejiwaan dan pelaku 

normal, serta perbedaan kondisi lingkungan para pelaku. 

5.) Dikaitkannya keterangan ahli dalam jalannya acara 

pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mempertimbangkan kapabilitas pelaku dalam 

mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

Menurut aliran neo klasik, penghukuman yang diberikan 

pada era aliran klasik dirasa cukup memberatkan dan juga 

merusak rasa kemanusiaan. Disamping itu aliran ini telah 

mempertimbangkan adanya pembinaan terhadap para pelaku 

tindak kriminal. 

Terlahir pada abad ke-19 dimana aliran positifis 

memiliki faham yang bertitik tolak dengan determinisme 

tentang manusia. Dalam perspektif aliran positifis manusia 

tidak memiliki kemampuan bebas berkehendak, namun terdapat 

adanya pengaruh internal maupun eksternal dari diri manusia, 
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seperti faktor biologis, sosiologis, dan psikologis dalam 

bertindak sesuatu, baik dalam hal kebaikan ataupun kejahatan. 

Terdapat tiga komponen dalam aliran positifis, pertama 

bersifat biologis seperti halnya pemikiran salah satu tokoh 

kriminologi yaitu Cesare Lambrosso yang memandang dari ciri 

fisik penjahat. Kedua bersifat psikologis yang tak lain 

merupakan pemikiran dari Hans Eysenck mengenai 

psychopathic, psychoticism, dan neuroticism yang menjadi 

faktor manusia berbuat jahat. Ketiga yakni social positivism 

yang merupakan pemikiran dari Durkheim, Rawson, Henrey 

Mayhew, dan juga Adolphe, mengenai faktor-faktor sosial 

seperti low level education, membership of subcultures, 

poverty, crowded cities, serta distribution of wealth yang 

menjadi faktor tindak kejahatan manusia.9 

Dari sisi penjatuhan sanksi, aliran positifis beranggapan 

bahwa para pelaku sejatinya merupakan korban keadaan yang 

berada diluar kontrol mereka, sehingga tidak diperkenankannya 

pemberian sanksi, namun diganti dengan langkah-langkah 

strategis seperti pembenahan sistem sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik secara holistik. Ditambah lagi dengan adanya terapi 

khusus bagi para pelaku yang mengalami permasalahan biologis 

dan psikologis. 

Aliran positifis menolak penerapan fiksi-fiksi dan 

teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh Marc Ancel, kejahatan 

merupakan permasalahan sosial dan kemanusiaan yang tidak 

serta merta dapat di sinkronkan dengan pembentukan undang-

undang begitu saja. 

                                                           
9 Ibid., 72. 
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Founding father dari aliran positifis ialah Cesare 

Lambrosso, yakni seorang dokter berkebangsaan Italia yang 

dinobatkan sebagai Bapak Kriminologi Modern lantaran 

teorinya yakni Born Criminal, dimana teori tersebut didasari 

oleh teori evolusi Darwin. Lambrosso menentang adanya “free 

will” dengan mengemukakan beberapa ajarannya, seperti: 

1.) Penjahat merupakan seseorang yang memiliki potensi jahat,  

2.) Potensi kejahatan diperoleh dari kelahiran,  

3.) Potensi kejahatan dapat dilihat dari ciri-ciri fisik (biologis). 

Lambrosso mengklasifikasi penjahat ke dalam empat 

golongan, yakni insane criminal (golongan paranoid, idiot, 

embisil), born criminal (berbakat untuk menjadi penjahat sejak 

lahir), criminal of passion (melakukan tindak kejahatan didasari 

emosional), dan criminaloid (berdasarkan pengalaman-

pengalaman yang mempengaruhi pribadi pelaku sehingga 

berbuat kejahatan). 

Dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Venesia, 

Lambrosso kemudian di didik sebagai dokter hingga akhirnya 

menjadi psikiater. Disamping itu dalam karirnya sebagai Guru 

Besar ilmu kedokteran forensik, Ia telah meluncurkan beberapa 

buku diantaranya berjudul “The Criminal Man” yang mengulas 

seputar born criminal dan mengungkapkan bahwa terdapat 

golongan manusia yang lebih buas dan primitif dibandingkan 

yang lain. 

Selanjutnya Lambrosso melakukan penyelidikan 

antropologi terhadap para pelaku kriminal yang berada di sel 

penjara, khususnya mengenai tengkorak mereka. konklusi dari 

penyelidikan tersebut ialah: 
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1.) Volume tengkorak seorang penjahat kurang dari volume 

manusia pada umumnya. 

2.) Menyukai rajah atau tato layaknya orang yang memiliki 

peradaban sederhana. 

3.) Dalam otak penjahat terdapat keganjilan yang selaras 

dengan otak hewan. 

4.) Memiliki telinga atau mata yang tidak simetris. 

5.) Memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. 

6.) Memiliki ukuran rahang yang besar. 

7.) Memiliki daya tahan akan rasa sakit. 

8.) Bentuk tengkorak yang lain dibandingkan orang pada 

umumnya. 

Selain itu dalam bukunya yang lain, dengan judul 

“Crime, its Causes and Remedies” dikemukakan beberapa 

faktor penyebab kejahatan, namun dalam buku tersebut lebih 

menitik beratkan pada faktor lingkungan, sehingga dapat 

dikatakan jika Lambrosso tak hanya memandang faktor 

timbulnya tindak kriminal dari sisi biologis semata tapi juga 

environmental yang ada. Beberapa substansi ajaran Lambrosso 

diantaranya: 

1.) Diperlukan penelitian secara komprehensif menggunakan 

ukuran dan metode-metode statistik dengan data yang 

bersifat sosial, ekonomis, dan juga antropologis. 

2.) Lambrosso berasumsi bahwa tingkah laku dan perangai 

manusia memiliki pertautan dengan sifat biologis. 

3.) Hasil dari penelitian, diskusi dan kritik yang diterima dalam 

kurun waktu bertahun-tahun, menjadikan Lambrosso 

berprespektif lebih luas, dimana cakupan teori dan 

metodenya tak hanya seputar biologis semata namun juga di 

dalamnya terdapat sisi ekonomis, sosial dan environmental. 
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Salah satu murid Lambrosso yakni Enrico Ferri yang 

merupakan sosiolog dan ahli hukum telah mengembangkan 

teori yang telah diajarkan oleh gurunya. Dalam karyanya yang 

cukup terkenal berjudul “Criminal Sociology” ia menyatakan 

bahwa tindak kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya:10 

1.) Faktor antropologis: kondisi organis, kondisi psikologis, 

jenis kelamin, usia, dan lain-lain. 

2.) Faktor fisik: iklim, pengaruh musim, suku bangsa, letak 

geografis, temperatur, dan lain sebagainya. 

3.) Faktor sosial: kondisi ekonomi, kerapatan penduduk, 

kondisi industrial, susunan pemerintahan, dan lain-lain. 

Sedikit berbeda dengan Enrico Ferri, Rafaele Gorofalo 

yang juga merupakan murid Lambrosso menggunakan landasan 

berfikir yang berkaitan dengan psikologis. Ia memberikan 

perubahan-perubahan pada acara pidana dan tata cara 

memperlakukan penjahat. Gorofalo merumuskan suatu teori 

hukuman yang berlandaskan pada hukum biologis Darwin 

tentang adaptasi dengan eliminasi dari mereka yang tak 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi.  

Gorofalo memberikan tiga saran terkait eliminasi, diantaranya: 

1.) Eliminasi mutlak atau berupa kematian. 

2.) Eliminasi sebagian, berupa hukuman penjara dalam kurun 

waktu yang lama, hukuman penjara seumur hidup, dan juga 

pembuangan (pengasingan). 

                                                           
10 Ibid., 79. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

 

3.) Reparasi yang dipaksakan, teruntuk mereka yang 

melakukan kejahatan karena keterpaksaan dan dibawah 

tekanan. 

c. Aliran Kritis 

Memiliki nama lain “Critical Criminology” atau 

kriminologi baru. Aliran ini memusatkan pada kritik terhadap 

intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan dapat 

dikatakan sebagai kejahatan. Aliran kritis menganggap bahwa 

hanya pihak-pihak tertentu (memiliki kekuasaan) yang dapat 

menentukan dan membentuk regulasi hukum pidana. Sehingga 

bisa saja apa yang menurut masyarakat umum bukanlah 

kejahatan namun bagi mereka dianggap sebagai tindak pidana, 

pun sebaliknya. 

Aliran kritis menggunakan pendekatan konflik, dimana 

beranggapan bahwa hukum pada masa itu diciptakan dan 

ditegakkan hanya untuk melindungi kepentingan sejumlah 

kelompok yang berkuasa bukan untuk mengayomi atau 

melindungi masyarakat. Pendekatan konflik mengimplikasikan 

hukum yang bersifat melindungi khalayak umum (emansipatif) 

sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat masyrakat 

kelas menengah ke bawah. 

Secara garis besar pendekatan konflik terbagi menjadi 

dua sub pendekatan, yakni: 

1.) Pendekatan konflik yang Marxis, yakni sebuah pendekatan 

yang berfokus pada pihak pembuat regulasi (pidana) yang 

tidak lain ialah pemerintah.  

2.) Pendekatan konflik yang Non-Marxis, yakni sebuah 

pendekatan yang menginginkan hukum (pidana) untuk 

ditinjau kembali. 
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Terdapat empat ketentuan yang harus diperhatikan 

apabila hendak menggunakan mazhab kritis, yakni: 

1.) Adanya korelasi yang erat antara aspek kriminal dan aspek 

non kriminal. 

2.) Diperlukan metodologi yang dapat mengeksplor dunia 

kriminalitas dan beragam permasalahan yang dihadapi oleh 

para pelaku tindak kriminal. 

3.) Seluruh lapisan masyarakat sepatutnya memperhatikan efek 

yang ditimbulkan lembaga-lembaga hukum terhadap 

realitas sosial pelaku kriminal. 

4.) Penjahat dan kejahatan merupakan reaksi dari interaksi 

antara regulasi, penegak hukum, pembentukan hukum, dan 

pelanggaran hukum.  

4. Teori-Teori Dalam Kriminologi 

Teori adalah istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan 

ide atau kumpulan ide yang dimaksudkan untuk menjelaskan fakta atau 

peristiwa. Teori kriminologi merupakan sejumlah teori yang digunakan 

untuk menganalisa problematika kriminal yang berkenaan dengan 

penyebab kejahatan atau upaya menanggulangi kejahatan. Beberapa 

teori kriminologi diantaranya, Teori Anomi, Teori Subkultur, Teori 

Konflik, Teori Kontrol, Teori Asosiasi Diferensial, Teori Labelling, 

dan beragam teori lainnya.  

Setiap teori memiliki perspektif tersendiri dalam menguraikan, 

menganalisa, dan mengkaji hal-hal yang bertautan dengan kejahatan 

atau penjahat. Perlu diingat bahwa masing-masing teori memiliki 

kelebihan dan kekurangan satu sama lain, disamping itu munculnya 

suatu teori terdapat “campur tangan” oleh teori lainnya, hal ini 

bertujuan untuk mengisi kekosongan dan melengkapi kekurangan yang 

ada. 
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Marilyn McShane dan Frank P Williams III mengklasifikasi 

teori kriminologi menjadi tiga kelompok, yakni: 

a. Teori-teori yang bersifat kongkrit (microtheories), seperti: 

Teori Social Learning dan Teori Social Control. 

b. Teori-toeri yang bersifat abstrak (macrotheories). Seperti: 

Teori Konflik dan Teori Anomie. 

c. Bridging Theories, seperti: Teori Differential Association dan 

Teori Subkultur.11 

Sedangkan John Hagan memiliki klasifikasi teori kriminologi 

tersendiri, seperti: 

a. Teori-teori Culture, Status dan Oppurtunity  yang 

menitikberatkan pada faktor-faktor seseorang melakukan 

pelanggaran hukum. 

b. Teori Over Control, terdiri dari teori Marxis, teori Labelling, 

dan teori Konflik Kelompok yang memfokuskan pada 

permasalahan-permasalahan terkait reaksi masyarakat terhadap 

adanya tindak kejahatan. 

c. Teori Under Control, terdiri dari teori Netralisasi, teori Kontrol 

Sosial, dan teori Disorganisasi Sosial yang mengkaji ragam cara 

untuk mengatasi perilaku kejahatan. 

Disamping itu Abintoro Prakoso memiliki klasifikasi tersendiri 

mengenai teori kriminologi, yakni teori kriminologi konvensional dan 

teori kriminologi modern. 

Teori kriminologi konvensional, diantaranya: 

a. Teori dari Cesare Lambrosso yang menitikberatkan pada born 

criminal yakni bahwasannya kejahatan disebabkan oleh adanya 

                                                           
11 Ibid., 88. 
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“faktor bakat” untuk menjadi penjahat pada seseorang semenjak 

ia lahir. 

b. Teori dari Van Meyrs yang menyatakan bahwa tindak kejahatan 

akan timbul dikarenakan tinggi rendahnya harga bahan pokok. 

Semakin melambung harga yang ada maka semakin tinggi pula 

angka kriminalitas, pun sebaliknya.  

c. Teori psikologis hedonistis mengungkapkan bahwa sejatinya 

manusia dapat mengatur tigkah lakunya dengan pertimbangan 

rasional yang mereka punya. Hal ini didasari adanya 

pertimbangan untuk memilih kesenangan atau kesengsaraan. 

Sehingga tindakan-tindakan kriminal terjadi manakala 

seseorang menganggap jalan tersebut lebih menguntungkan dan 

membahagiakannya. 

d. Teori kesempatan dari Lacassagne meyakni bahwa 

sesungguhnya masyarakatlah yang memberi opportunity untuk 

melakukan tindak kriminal. 

e. Teori dari Ferry yang menyatakan bahwa kejahatan disebabkan 

oleh lingkungan fisik, lingkungan sosial dan keturunannya. 

f. Thermal theory merupakan teori yang menyatakan bahwa 

kejahatan dengan objek manusia terletak pada masyarakat 

dengan lingkungan yang bersuhu tinggi, sedangkan kejahatan 

dengan objek harta benda terletak pada masyarakat dengan 

lingkungan bersuhu rendah.  

g. Teori dari Charles Goring mengungkapkan bahwa faktor utama 

adanya kejahatan ialah kerusakan mental pada individu, 

sedangkan faktor sosiologis hanya memberikan dampak yang 

sedikit. 

Teori kriminologi modern, diantaranya: 

a. Teori anomi, menjelaskan bahwa kondisi sosial yang telah di 

otorisasi dapat menghilangkan pengaruh norma-norma dan 
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regulasi pada masyarakat. Hal ini lah yang menumbuhkan bibit-

bibit kejahatan di tengah publik.  

b. Teori Kontrol Sosial mengungkapkan bahwa kejahatan timbul 

dari faktor-faktor sosiologis seperti pendidikan, keluarga, dan 

teman sepergaulan.  

c. Teori Differential Association merupakan sebuah teori yang 

menyatakan bahwa tindak kejahatan merupakan hasil proses 

imitasi dari tindak kriminalitas yang terjadi di tengah 

masyarakat.  

Berikut eksplanasi mengenai beberapa teori yang ada 

dalam ilmu kriminologi: 

a. Teori Anomi 

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Emile 

Durkheim yang merujuk pada absence of social regulation 

normlessness. Selanjutnya pada tahun 1893 dalam sebuah buku 

karangan Durkheim yang berjudul “The Division of Labor in 

Society”, ia mengaplikasikan istilah anomie guna menyatirkan 

keadaan deregulasi yang terjadi di tengah masyarakat.  

Teori ini tak lepas dari konsepsi Durkheim berkenaan 

dengan manusia, hal ini ditandai oleh tiga unsur, diantaranya 

manusia cenderung hidup dalam masyarakat, manusia 

merupakan makhluk sosial, dan eksistensi manusia sebagai 

makhluk sosial.  

Robert K. Merton mengadopsi konsep anomie milik 

Emile Durkheim tepatnya pada tahun 1938 dengan tujuan untuk 

memaparkan perilaku menyimpang dalam kalangan warga kulit 

hitam yang berada di Amerika Serikat. Dalam perspektif 

Merton konsep anomie telah diredefinisi sebagai perbedaaan 

atau ketidak selarasan antara institutional means dengan 
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cultural goals sebagai imbas dari pengaturan masyrakat yang 

berorientasi pada kelas. 

Di Amerika masyarakat telah terkotak-kotakkan 

terutama secara financial  dalam mengukur kesuksesan atau 

kesempatan untuk meraih kesuksesan. Hal ini ditandai dengan 

semakin besarnya peluang yang didapat oleh masyarakat kelas 

atas, dan sebaliknya begitu kecilnya kesempatan yang dapat 

diraih oleh masyarakat kelas rendah. Kondisi tersebut 

menjadikan adanya frustasi dalam diri masyarakat yang 

memiliki peluang kecil untuk mencapai tujuannya. Hal ini 

tentunya dapat mengakibatkan suatu keadaan dimana 

masyarakat tak lagi memiliki ikatan terhadap impian mereka 

dan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang akan melakukan 

segala cara untuk menggapai tujuan tersebut meski 

bertentangan atau menyimpang dari regulasi yang ada. 

 Secara general masyarakat kelas menengah ke bawah 

dan minoritas merupakan golongan yang melakukan cara-cara 

menyimpang menurut Merton. Hal inilah yang ia sebut sebagai 

struktur masyarakat anomistis. Kemudian Merton 

mengklasifikasi cara untuk menanggulangi keadaaan anomi, 

yakni: 

1.) Inovasi, merupakan suatu keadaan dimana tujuan 

masyarakat telah diakui dengan mengubah sarana-sarana 

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.) Retreatism (penarikan diri), merupakan suatu keadaan 

dimana masyarakat menolak sarana dan tujuan yang telah 

diberikan. 

3.) Conformity (konformitas), yakni suatu keadaan dimana 

masyarakat menerima sarana dan tujuan yang disediakan 

karena adanya moral pressure (tekanan moral.) 
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4.) Rebellion (pemberontakan) ialah suatu keadaan dimana tak 

hanya sekedar menolak sarana dan tujuan yang diberikan, 

tapi juga mengganti bahkan merubah seluruhnya. 

5.) Ritualism (ritualisme) yakni suatu keadaan dimana 

masyarakat tetap menerima sarana-sarana yang diberikan 

namun menolak tujuan yang ditetapkan. 

Bentuk pengadaptasian diatas merupakan penyesuaian 

diri yang menyimpang dari norma-norma yang diterapkan, 

karena hal tersebut merupakan titik fokus dari teori anomie 

Merton. Selanjutnya pada 1959 Cloward dan Ohlin merevisi 

teori anomie Merton dengan memoderatkan teori differential 

opportunity. Mereka berasumsi bahwa sejatinya terdapat 

beberapa cara untuk meraih kesuksesan, yakni sebuah cara yang 

disebut dengan “legitimate and illegitimate”. Sebaliknya, 

Robert K. Merton hanyalah mengakui cara yang pertama. 

Sehingga teori ini menerangkan adanya tekanan-tekanan pada 

masyakarat hingga terjadilah deviance. 

b. Social Learning Theory  

Disebut juga dengan Teori Pembelajaran Sosial, 

merupakan sebuah teori yang meyakini bahwa tingkah laku 

delinquent dapat dipelajari melalui sisi psikologis yang setara 

dengan non delinquent. Beberapa langkah yang secara general 

digunakan para delinquent untuk mempelajari tingkah laku 

diantaranya, dengan melakukan observasi, dengan adanya direct 

exposure (pengalaman secara langsung), dan differential 

reinforcement (penguatan yang beragam).  

Beberapa tokoh yang berpihak pada Social Learning 

Theory diantaranya Albert Bandura, Gerrard Patterson, Ernest 

Burgess, dan Ronald Akers. Menurut Albert Bandura 

observational learning merupakan metode ampuh dalam teori 
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pembelajaran sosial, sehingga setiap individu dapat 

mempelajari kekerasan dan keganasan melalui behavioral 

modeling (model peniruan), misalnya saja anak kecil dapat 

mengimitasi tingkah laku orang lain dengan mempelajari atau 

sekedar memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik dalam 

lingkup keluarga, pertemanan, atau media sosial.  

Dalam suasana keluarga yang kurang harmonis terlebih 

ketika orang tua menggunakan kekerasan sebagai upaya 

penyelesaian masalah, maka secara tidak langsung mereka telah 

mengajarkan kepada anak-anak untuk mengambil langkah yang 

sama dalam menuntaskan permasalahan. Dari refleksi kejadian 

demi kejadian yang terjadi di sekitar, seorang anak akan 

terbiasa menerima dan mengganggap wajar tindakan-tindakan 

kekerasan untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan 

problematika.  

Kemudian disusul oleh Gerrard Patterson yang 

menyatakan bahwa sejatinya agresi dapat dipelajari melalui 

pengalaman yang pernah dialami. Hal ini dicontohkan dengan 

manakala dalam sebuah lingkup sosial terdapat individu yang 

melakukan interaksi secara pasif akan lebih mudah untuk 

ditindas oleh individu lainnya. Namun seiring berjalannya 

waktu korban mulai mempelajari bagaimana melakukan agresi 

balasan sehingga suatu ketika mereka akan memulai pertikaian. 

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat terjadi melalui 

pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya. 

Selanjutnya Ronald Akers dan Ernest Burgess 

mengkolaborasikan antara learning theory milik Bandura yang 

berdasarkan pada psikologis dengan differential association 

milik Sutherland sehingga terciptalah differential association 

reinforcement. Teori satu ini menganggap bahwa 
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keberlangsungan atau kelestarian suatu tindak kiriminal 

tergantung pada imbal balik yang diterima, apakah berupa 

penghargaan ataukah hukuman. Ketika penghargan dan pujian 

yang diterima, maka kriminalitas tersebut akan semakin 

merajalela, pun sebaliknya manakala sanksi yang diterima maka 

kriminalitas tersebut mulai terkurangi. 

c. Teori Psikoanalisa 

 Merupakan teori yang menganalisa tingkah laku 

manusia secara tingkat personal dalam melakukan kriminalitas. 

Teori Psikonalisa menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi 

karena adanya rasa ketidakpuasan pada diri individu atas 

ketidak adilan di tengah masyarakat. Tindak kejahatan 

dilakukan dengan dalih pelampiasan dari kesewenang-

wenangan masyarakat dalam perspektif individu tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan hal inilah yang memicu mereka 

(individu yang berbuat kriminal) untuk melakukan tindak 

kejahatan. 

Tokoh penggagas teori psikoanalisa ialah Sigmund 

Freud. Ia berpendapat bahwa kriminalitas bisa saja muncul dari 

an overactive conscience (perasaan bersalah yang berlebihan), 

kemudian ia menyebutkan bahwa mereka yang memiliki 

perasaan bersalah secara berlebihan akan melakukan kejahatan 

dengan ambisi untuk ditangkap dan kemudian dihukum, ketika 

sanksi telah dijatuhkan mereka merasa sangat lega sehingga 

perasaan bersalah tersebut mulai mereda. 

 Tiga prinsip dasar dari teori psikoanalisa ialah: 

1.) Pada dasarnya tindak kriminal merupakan bentuk 

pengejawantahan dari konflik psikologis.  

2.) Tingkah laku dan tindakan orang dewasa sejatinya ialah 

bentuk refleksi dari tingkah laku mereka di masa anak-anak. 
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3.) Ketika kita ingin mengatahui sebuah kejahatan maka perlu 

adanya penguraian jalinan antara tingkah laku dan alam 

bawah sadar. 

d. Moral Development Theory 

Sebuah teori yang ditemukan oleh seorang psikolog 

bernama Lawrence Kohlberg, menurutnya perkembangan moral 

terklasifikasi menjadi tiga, yakni: 

1.) Preconventional stage, merupakan tahapan dasar yang 

biasanya ada pada pemikiran anak-anak (usia 8-11 tahun), 

dimana pada tingkatan ini mereka akan melakukan hal-hal 

yang boleh dilakukan dan menghindari hal-hal yang tidak 

boleh dilakukan berdasarkan pesan moral yang diterimanya. 

2.) Conventional stage, merupakan tahapan menengah yang 

pada umumnya terdapat pada nalar para remaja. Pada tahap 

ini mereka mulai mengadopsi nilai-nilai dan moral yang ada 

untuk kemudian mereka aplikasikan dalam keseharian, 

bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menegakkan 

nilai-nilai tersebut. 

3.) Post conventional stage, merupakan tahapan paling atas 

yang ada pada rasional orang dewasa. Pada tingkatan ini 

seorang individu akan lebih kritis dalam memandang suatu 

regulasi atau nilai-nilai yang ada. Mereka bisa saja 

mengaitkan aturan-aturan hukum dengan hak asasi 

universal atau pada prinsip-prinsip moral.  

Disamping itu John Bowlby mengungkapkan bahwa 

manusia sejatinya membutuhkan afeksi (kasih sayang) 

semenjak lahir. Berikut klasifikasi bentuk kasih sayang yang 

dikemukakan oleh Bowlby, diantaranya: 

1.) Engagement of emotion (ikatan yang melibatkan 

emosional). 
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2.) Specifity (kasih sayang bersifat selektif). 

3.) Learning (kasih sayang yang merupakan hasil dari adanya 

interaksi sosial). 

4.) Biological function (kasih sayang yang memiliki fungsi 

biologis). 

5.) Duration (kasih sayang yang berlangsung lama bahkan 

abadi). 

6.) Ontogeny (kasih sayang dalam rangkaian perkembangan 

seorang anak, dengan tujuan membentuk main figure). 

Menurut Bowlby secara umum pelaku kejahatan tidak 

memiliki kemampuan dalam membentuk rangkaian kasih 

sayang, sehingga afeksi dan kehangatan yang tidak ia dapatkan 

secara utuh dapat menjadi pendorong dalam melakukan tindak 

kriminal. 

e. Teori Differential Association 

Sutherland yang merupakan penggagas dari teori 

Differential Association menyatakan bahwa teori ini terbagi 

menjadi tiga konsep, yakni konflik normatif, asosiasi 

diferensial, dan organisasi kelompok diferensial yang nantinya 

akan menjelaskan kejahatan di tingkat masyarakat, kelompok, 

dan individu.12 Pada tahap pertama yaitu konflik normatif 

merupakan akar penyebab terjadinya kejahatan di masyarakat.  

Menurut Sutherland masyarakat primitif (terbelakang) 

dicirikan oleh suatu keadaan harmonis, solidaritas, dan 

konsensus atas nilai-nilai dasar dan kepercayaan. Masyarakat 

yang demikian memiliki sedikit konflik dan  keterlibatan dalam 

tindak kejahatan. Namun seiring dengan adanya revolusi 

industri, masyarakat industri modern berkembang dengan divisi 

                                                           
12 Ross L. Matsueda, “Differential Social Organization, Collective Action, and Crime”, Crime Law 

and Social Change , December, 2006, 2. 
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tenaga kerja yang maju, ekonomi pasar, dan konflik yang 

meningkat. Masyarakat seperti itu menjadi tersegmentasi 

menjadi kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik 

kepentingan, nilai, dan pola perilaku. Masyarakat modern lebih 

mengedepankan spesialisasi daripada kesamaan, konflik 

daripada harmoni, pemaksaan daripada konsensus. Bahkan, 

mereka cenderung memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. 

Lebih tepatnya, konflik normatif mengacu pada konflik 

atas kesesuaian hukum, beberapa kelompok mendefinisikan 

hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti dalam 

hampir semua keadaan, sementara yang lain mendefinisikan 

hukum sebagai seperangkat aturan yang akan dilanggar dalam 

keadaan tertentu. Oleh karena itu, ketika konflik normatif tidak 

ada dalam masyarakat, tingkat kejahatan akan rendah, pun 

sebaliknya ketika konflik normatif tinggi, tingkat kejahatan 

sosial juga akan tinggi. Hal ini menandakan apabila tindak 

kejahatan pada akhirnya berakar pada konflik normatif.13 

Kemudian pada tahapan selanjutnya yakni proses 

asosiasi diferensial yang merupakan penjelasan dari suatu 

proses terwujudnya tindakan kriminal. Menurut asosiasi 

diferensial, perilaku kriminal dapat dipelajari melalui proses 

komunikasi dalam suatu kelompok secara intim. Konteks 

pembahasan di dalamnya mencakup dua elemen penting, 

pertama ialah keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk 

melakukan kejahatan, seperti keterampilan khusus dalam 

melakukan hacking, perdagangan melalui orang dalam, hingga 

teknik penyerangan yang sederhana dan mudah untuk 

dilakukan, seperti membaca situasi yang tepat saat melakukan 

pencurian atau pencopetan. Teknik-teknik seperti itu cukup 

                                                           
13 Ibid., 3. 
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diperlukan namun tidak cukup untuk menghasilkan kejahatan 

yang besar. Elemen selanjutnya ialah dukungan verbal untuk 

melakukan tindak kejahatan, dengan adanya statement-

statement yang membenarkan perbuatan menyimpang, lambat 

laun seseorang akan tergiur dan tergerak untuk melakukan 

tindak kriminal. 

Konsep ketiga ialah organisasi sosial diferensial yang 

merupakan penjelasan tentang tingkat kejahatan suatu 

kelompok. Menurut organisasi sosial diferensial, tingkat 

kejahatan suatu kelompok atau masyarakat ditentukan oleh 

sejauh mana kelompok atau masyarakat tersebut diorganisir 

untuk melawan kejahatan atau justru sebaliknya terorganisir 

untuk mendukung kejahatan. Dalam masyarakat industri 

modern kedua bentuk organisasi itu hidup berdampingan, dan 

terkadang terjalin dengan cara yang rumit, seperti ketika oknum 

polisi menerima suap dan berpartisipasi dalam pemerasan 

terorganisir. Bentuk konkrit lainnya, jika dibandingkan dengan 

lingkungan pinggiran kota, lingkungan dalam kota terorganisir 

dengan lemah dalam melawan kejahatan dan terorganisir 

dengan kuat untuk mendukung kejahatan. Dibandingkan 

dengan kelompok lain, Mafia sangat terorganisir untuk 

mendukung kejahatan dan secara lemah terorganisir melawan 

kejahatan. Dibandingkan dengan AS, Jepang sangat terorganisir 

melawan kejahatan, dan terorganisir lemah untuk mendukung 

kejahatan.14 

f. Social Control Theory 

Menurut seorang kriminolog terkenal yakni Travis 

Hirschi, ia mengungkapkan bahwa manusia sejak lahir memiliki 

                                                           
14 Ibid., 4. 
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dorongan hedonistik untuk bertindak dalam cara-cara egois dan 

agresif yang mengarah pada perilaku kriminal, namun 

kebanyakan dari kita dapat mengendalikan dorongan "alami" 

tersebut.15 Hal ini dapat terjadi lantaran adanya ikatan antara 

nilai-nilai prososial, masyarakat (lingkungan) prososial, dan 

lembaga prososial. Ikatan inilah, menurut Hirschi, yang 

akhirnya mengendalikan perilaku kita ketika tergoda untuk 

melakukan tindakan kriminal atau menyimpang.16 

Ikatan tersebut terklasifikasi dalam empat bentuk yang 

saling terkait, ikatan pertama ialah kedekatan. Dalam hal ini 

orang tua dan sekolah memiliki peran yang sangat penting, 

dimana pemuda yang membentuk keterikatan dekat dengan 

orang tua dan sekolah mereka akan secara lebih luas mengalami 

tingkat kontrol sosial yang lebih besar. Ikatan kedua yakni 

komitmen, mengingat pentingnya hubungan sosial yang 

dihargai oleh orang lain. Dalam hal ini seseorang tidak ingin 

mengambil risiko membahayakan dengan melakukan tindakan 

kriminal atau menyimpang, yang kemungkinan besar dapat 

membuat mereka kehilangan sesuatu. Pada fase remaja, hal ini 

dapat diartikan dengan adanya rasa tidak ingin terlihat buruk di 

depan teman, orang tua, atau guru karena telah melakukan 

kejahatan. Sedangkan pada fase dewasa, seseorang akan 

menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas menyimpang 

yang dapat mengancam pekerjaan atau pernikahan mereka.  

Ikatan ketiga ialah keterlibatan, hal ini berkaitan dengan 

bagaiamana cara seseorang menghabiskan waktu mereka. 

Apabila seseorang menghabiskan waktu mereka untuk terlibat 

dalam suatu bentuk aktivitas prososial, maka mereka tidak akan 

                                                           
15 Travis Hirschi, Causes of delinquency, (Berkeley: University of California Press), 1969, 57. 
16 Ibid., 58. 
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menghabiskan waktu mereka untuk terlibat dalam aktivitas 

antisosial. Misalnya para remaja yang terlibat dalam kegiatan 

sekolah baik secara akademis, sosial, atau atletik tentunya tidak 

akan menghabiskan waktu untuk menghancurkan properti, 

mencuri barang-barang yang bukan milik mereka, 

mengkonsumsi heroin, dan sebagainya. Setidaknya selama 

melibatkan diri dan menghabiskan waktu dengan kegiatan-

kegiatan positif, pemuda-pemuda tersebut tidak akan 

melakukan perbuatan menyimpang.17 

Ikatan keempat yakni kepercayaan atau keyakinan, hal 

ini mengacu pada sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai 

yang terkait dengan norma dan hukum yang ada. Semakin 

penting nilai-nilai tersebut bagi seseorang, maka semakin kecil 

kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau 

menyimpang. Sikap prososial membatasi seseorang untuk 

melakukan kejahatan, dan hal sebaliknya akan terjadi manakala 

tidak adanya ikatan berupa kepercayaan terhadap norma yang 

berlaku.18 

Elemen paling penting dari teori Hirschi ialah, apabila 

digabungkan keempat ikatan sosial tersebut maka dapat 

mengendalikan perilaku dan menjaga tindakan kita agar tetap 

terkendali. 

B. Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

 Pemidanaan merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu 

sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada 

                                                           
17 Ibid., 58. 
18 Ibid., 59. 
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seseorang.19 Tak jauh berbeda dengan pendapat Simon, menurutnya 

pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang ditimpakan kepada 

seseorang, dimana penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana 

dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran suatu norma, yang dengan 

suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.20 

2. Teori-Teori Pemidanaan  

Teori pemidaan yang ada di Indonesia tak jauh berbeda dengan 

sistem hukum Eropa Kontinental, diantaranya teori absolut, teori 

relative, dan teori gabungan. Sedangkan teori pemidanaan pada sistem 

hukum Anglo Saxon ialah teori retribusi, teori penangkalan, teori 

inkapasitas, dan teori rehabilitasi. 

Teori Absolut (Vergeldings Theorien) merupakan sebuah teori 

yang menjadikan hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku 

tindak kejahatan. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, dimana 

tujuan dari pemidanaan ialah wujud mutlak dari balas dendam. Menurut 

Vos, wujud pembalasan teori absolut terbagi menjadi pembalasan 

subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah 

pembalasan terhadap pelaku, sedangkan pembalasan obyektif ialah 

pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku.21 

Teori Relative (Doel Theorien) merupakan teori yang memiliki 

perspektif bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan ketertiban dalam 

masyarakat. Teori ini berlandaskan pada tujuan utama pemidanaan, 

yakni prevention, deterrence, dan reformation. Prevention bertujuan 

untuk melindungi masyarakat dari pelaku tindak kriminal, yakni 

dengan menempatkan para pelaku jauh dari khalayak. Deterrence 

bertujuan untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, 

baik bagi pelaku secara pribadi agar tidak mengulangi kejahatan 

                                                           
19 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), 

1. 
20 Maladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), 

12. 
21 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 27. 
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sebelumnya, dan juga bagi masyakarakat agar menjadi kaca 

perbandingan. Sedangkan reformation bertujuan untuk mengubah pola 

fikir dan mental pelaku kejahatan dengan diterapkannya pengawasan 

dan pembinaan, agar nantinya pelaku dapat diterima kembali di tengah 

masyarakat. 

Teori gabungan (Vereningings Theorien) merupakan teori yang 

menggabungkan antara teori absolut dan teori relative.  Tujuan 

pemidanaan menurut teori gabungan ialah sebagai wujud perbaikan diri 

bagi pelaku kejahatan (dalam hal ini pelaku tindak pidana ringan) dan 

merupakan bentuk penjeraan atau pembalasan bagi pelaku tindak 

pidana yang menimbulkan kerusakan (fatal) dalam masyarakat serta 

bagi para pelaku yang dianggap sudah tak dapat diperbaiki. 

3. Jenis-Jenis Pemidanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur 

terkait penjatuhan sanksi pemidanaan. Secara general jenis pidana 

terklasifikasi menjadi dua yakni pidana pokok dan juga pidana 

tambahan. Regulasi terkait jenis pemidaan termuat dalam Pasal 10 

KUHP, secara spesifik pemidanaan terdiri dari: 

1.) Pidana pokok  

a.) Pidana mati 

b.) Pidana penjara 

c.) Pidana kurungan 

d.) Pidana tutupan 

2.) Pidana tambahan 

a) Pencabutan beberapa hak tertentu 

b) Perampasan barang tertentu 

c) Pengumuman putusan hakim 
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Pidana pokok merupakan bentuk hukuman yang dapat 

dijatuhkan terlepas dari keterkaitan dengan hukuman-hukuman 

lain, sedangkan pidana tambahan merupakan bentuk hukuman yang 

hanya dapat dijatuhkan dengan menyertai pidana pokok.  

4. Tujuan Pemidanaan  

Secara fundamental, tujuan dari adanya pemidanaan 

diantaranya, untuk memperbaiki pribadi pelaku tindak kriminal, 

menjadikan seseorang jera untuk tidak melakukan kejahatan 

kembali, dan menjadi peringatan serta kaca perbandingan bagi 

masyarakat lain. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemidanaan memiliki 

tujuan, untuk memberi rasa ketakutan pada khalayak umum  

(general preventif) agar tidak sampai melakukan kejahatan, atau 

kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan (special preventif) 

agar tidak mengulanginya kembali dikemudian hari. Serta 

memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan agar menjadi orang-

orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali di tengah 

masyarakat.22 

 

C. Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana islam dalam bahasa Arab memiliki artian jinayah 

atau jarimah, secara etimologis jarimah bermakna “memotong” atau 

“berbuat” dengan asal kata jarama-yajrimu-jarimatan. Disamping itu 

jarimah juga memiliki asal kata ajrama-yajrimu yang bermakna 

                                                           
22 22 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2008), 3. 
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“melakukan suatu perbuatan kontra (yang bertentangan) dengan 

kebenaran, wujud keadilan serta menyimpang dari jalan yang lurus.” 

Sedangkan secara terminologis jarimah bermakna segala bentuk larangan 

syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishas, ta’zir dan 

diyat.23 

Disamping itu, jinayah memiliki artian tersendiri dimana secara 

etimologis jinayah bermakna “berbuat dosa” dengan asal kata jana-yajni-

jinayatan, secara terminologis jinayah bermakna segala perbuatan yang 

dilarang oleh syara’ baik yang dapat menimbulkan kerugian secara psikis 

(jiwa), fisik, harta dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

jinayah dan jarimah memiliki artian yang sama secara terminologis. 

Namun, terdapat fukaha yang menyatakan bahwa jarimah hanyalah sebatas 

segala larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had dan ta’zir, 

sedangan jinayah merupakan segala  bentuk perbuatan melanggar syara’ 

yang diancam hukuman hudud dan qishas.24 

 

2. Asas-Asas Pada Hukum Pidana Islam  

Asas secara etimologis berasal dari bahasa Arab yakni asasun yang 

memiliki arti dasar atau pokok, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia asas merupakan suatu dasar (yang menjadi tumpuan dalam 

berfikir ataupun berpendapat), atau bisa diartikan sebagai hukum dasar. 

Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa asas yang menjadi landasan 

dalam menegakkan syari’ah islam, diantaranya: 

a. Asas legalitas 

Merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak adanya delik 

atau hukuman sebelum adanya ketentuan (regulasi) yang mengatur. 

Dalam syari’ah islam asas ini tak hanya berdasarkan rasional 

                                                           
23 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2019), 1. 
24 Ibid., 3. 
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semata, namun bertumpu pada dalil-dalil Al Qur’an yakni pada 

surat Al-Israa’ ayat 15 yang artinya: 

“… dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami 

mengutus seorang rasul.” 

Dan juga pada surat Al-An’am ayat 19 yang artinya: 

“ … Dia menjadi saksi antara aku dan kamu dan Al-Qur’an 

ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi 

peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-

Qur’an (kepadanya).” 

b. Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif) 

Merupakan asas yang melarang adanya hukuman yang 

berlaku ke belakang, yakni pada tindakan (terdahulu) yang belum 

ada aturannya. Adapun dalil yang mendasari asas non-retroaktif 

yakni surat An-Nisa’ ayat 22 yang artinya: 

“Dan janganlah kamu kawini para wanita yang telah 

dikawin oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.” 

c. Asas praduga tak bersalah (principle of lawfulness) 

Merupakan asas yang menyatakan bahwa segala perbuatan 

dianggap boleh melainkan telah dinyatakan sebaliknya oleh suatu 

nash syara’ serta seseorang yang telah diduga melanggar ketentuan 

hukum harus dianggap tidak bersalah sebelum terdapat keputusan 

oleh majelis hakim disertai adanya bukti-bukti yang menguatkan 

perbuatan tersebut.25 Adapun dalil yang mendasari asas praduga tak 

bersalah ialah sebuah hadits Rasul yang artinya: 

“Hindarkanlah bagi kaum muslim hukuman hudud 

kapanpun kamu dapatkan dan apabila kamu temui jalan untuk 

                                                           
25 Ibid., 29 
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membebaskannya. Apabila imam salah (dalam memutuskan), lebih 

baik salah dalam membebaskan dibandingkan salah dalam memberi 

hukuman.” 

d. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law) 

Asas ini bermakna bahwa tidak adanya kesenjangan antara 

golongan kaya dan miskin, antara tua dan muda, antara tuan dan 

budak, antara pria dan wanita, antara pemimpin dan rakyat 

seluruhnya sama di hadapan hukum.26 

e. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan. 

Dalam syariat islam seseorang belum dapat dijatuhi 

hukuman tatkala masih terdapat keraguan dalam perbuatan yang 

dilakukan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari adanya kesalahan 

dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hanya orang-orang yang 

diyakini dan benar-benar telah melakukan kesalahan saja yang 

menerima hukuman. Asas ini bersandar pada sebuah hadits Rasul 

yang artinya: 

“Diriwayatkan dari Ibnu Hibban Marfu’an (Rasulullah 

SAW bersabda): Hindarilah hukuman hudud dengan keraguan.” 

 

3. Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana Islam 

b. Al-rukn al-syar’i (unsur formil), ialah unsur yang menyatakan 

seseorang telah melakukan tindak pidana (jarimah) apabila 

terdapat undang-undang yang mengatur. 

                                                           
26 Ibid., 32 
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c. Al-rukn al-madi (unsur materiil), yakni unsur yang menyatakan 

seseorang dapat dijatuhi pidana apabila ia telah terbukti 

melakukan jarimah.27 

d. Al-rukn al-adabi (unsur moril), merupakan unsur yang 

menyatakan seseorang dapat dipersalahkan apabila tidak dalam 

keadaan gila, bukanlah anak dibawah umur, dan tidak berada 

dalam sebuah ancaman.28 

 

4. Ragam Sanksi Pada Hukum Pidana Islam 

Hukuman dalam bahasa Arab ialah‘uqubah memiliki makna balasan 

bagi siapa saja yang telah melanggar ketentuan syara’, tujuan dari 

adanya‘uqubah ialah sebagai balasan dari tindak kejahatan, bentuk 

pencegahan baik secara umum maupun khusus terhadap adanya kejahatan 

yang akan datang, serta sebagai perlindungan atas hak-hak para korban. 

Agar tujuan dari ‘uqubah dapat tercapai maka diperlukan beberapa 

prinsip dasar, diantaranya: 

a. Hukuman tersebut haruslah bersifat universal, yakni memberikan 

dampak dalam menghentikan, menyadarkan dan mendidik pelaku 

kejahatan.  

b. Implementasi materi hukuman tersebut selaras dengan kebutuhan 

dan kemaslahatan khalayak. 

c. Hukuman tersebut memiliki tujuan untuk merubah dan 

memperbaiki pelaku.29 

Dalam hukum pidana islam hukuman diklasifikasikan ke dalam 

beberapa jenis, diantaranya: 

                                                           
27 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 2. 
28 Ibid., 3. 
29 Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Hukum Islam, 

Vol. 9. No. 2, 2011, 3. 
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a. Hukuman dalam perspektif pertalian satu sama lain terdapat empat 

jenis: 

1.) Hukuman pokok (‘uqubah ashliyah), hakim hanya menjatuhkan 

hukuman sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nash. 

Seperti dijatuhkannya hukuman qishas bagi pelaku 

pembunuhan. 

2.) Hukuman pengganti (‘uqubah badaliyah), merupakan hukuman 

yang dijadikan sebagai pengganti hukuman pokok, hal ini dapat 

diterapakan manakala terdapat udzur yang syar’i. Bentuk dari 

hukuman pengganti misalnya pada hukuman qishas diganti 

dengan diyat, kemudian diyat dapat diganti dengan memaafkan. 

3.) Hukuman tambahan (‘uqubah taba’iyah), merupakan hukuman 

yang dijatuhkan untuk menyertai hukuman pokok tanpa 

memerlukan keputusan hakim secara tersendiri. Seperti 

hilangnya hak menerima warisan bagi pelaku pembunuhan 

keluarga. 

4.) Hukuman pelengkap (‘uqubah takmiliyah), merupakan 

hukuman yang menyertai hukuman pokok dengan adanya 

keputusan hakim secara tersendiri. Seperti adanya hukuman 

tambahan berupa mengalungkan tangan pelaku pencurian yang 

telah dipotong pada lehernya. 

b. Hukuman dari sisi otoritas hakim dalam memutuskan perkara, 

terbagi menjadi dua jenis:30 

1.) Hukuman yang bersifat terbatas, dalam hal ini telah ditentukan 

oleh nash secara pasti. Misalnya penjatuhan hukuman dera 100 

kali bagi pezina ghairu muhshon dan 80 kali bagi penuduh zina. 

2.) Hukuman yang bersifat fleksibel dan memiliki alternatif 

pilihan. 

                                                           
30 Ibid. 
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c. Hukuman dalam segi objek yang dikenai hukuman, terdapat tiga 

jenis: 

1.) Hukuman fisik 

2.) Hukuman psikis 

3.) Hukuman benda 

 

5. Klasifikasi Jarimah  

Secara garis besar jarimah terklasifikasi menjadi tiga yakni hudud, 

qishas dan diyat, serta ta’zir. 

a. Jarimah hudud 

Secara etimologis hudud (bentuk jama’ dari had) bermakna 

larangan atau pencegahan, sedangkan secara terminologis ialah 

sebuah sanksi yang telah ditentukan (di nash kan) dan wajib 

dilaksanakan secara haq karena Allah.31 Secara ketentuannya 

jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan ‘uqubah 

had (yang telah ditentukan oleh syara’). Adapun ciri dari jarimah 

hudud ialah: 

1.) Hukuman yang dijatuhkan bersifat terbatas dan tertentu. 

2.) Hukuman yang dijatuhkan merupakan hak Allah, manakala 

terdapat hak manusia di dalamnya maka hak Allah yang lebih 

diutamakan. 

Jarimah hudud terdiri atas: 

1.) Jarimah zina 

2.) Jarimah qadzf (menuduh orang lain berbuat zina). 

3.) Jarimah al sariqah (mencuri) 

4.) Jarimah syurb al khamr (meminum khamr) 

                                                           
31 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 13. 
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5.) Jarimah al hirabah (perampokan) 

6.) Jarimah al baghyu (pemberontakan) 

7.) Jarimah al riddah (murtad). 

b. Jarimah qishas dan diyat 

Secara etimologis qishas memiliki makna mengikuti, 

sedangkan secara terminologis qishas ialah memberikan sebuah 

sanksi kepada pelaku persis (serupa) seperti apa yang telah 

dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban. Sedangkan diyat 

secara etimologis bermakna membayar tebusan kepada korban atau 

pihak wali dikarenakan telah melakukan perbuatan jarimah, secara 

terminologis diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan 

(dibayarkan) oleh pelaku kepada korban atau wali dikarenakan 

suatu kejahatan kepada jiwa atau sesuatu yang dihukumi setara 

dengan jiwa. 

Secara ketentuan jarimah qishas dan diyat merupakan 

jarimah yang telah ditentukan oleh syara’ namun berisi hak manusia 

(individu). Adapun ciri dari jarimah qishas dan diyat ialah: 

1.) Hukuman yang dijatuhkan bersifat terbatas dan tertentu. 

2.) Hukuman yang dijatuhkan merupakan hak manusia (individu), 

dengan maksud bahwa pihak korban atau bahkan keluarga 

korban berhak untuk memaafkan pelaku. 

Jarimah qishas terdiri atas: 

1.) Jarimah pembunuhan. 

2.) Jarimah penganiayaan. 

Jarimah diyat terbagi atas: 

1.) Diyat mugholladzoh. 

2.) Diyat mukhoffafah.32 

c. Jarimah ta’zir 

                                                           
32 Ibid., 14. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 
 

 

Secara etimologis ta’zir ialah mencegah atau menolak 

namun bisa juga memiliki arti menolong atau menguatkan, 

sedangkan secara terminologis memiliki makna sebuah sanksi yang 

wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia 

dikarenakan telah melakukan suatu kemaksiatan yang tiada 

ketentuan hukum dan kafaratnya.33 

Jarimah ta’zir merupakan hukuman yang belum terdapat 

dalam syara’ sehingga penentuan dan pelaksanaannya diserahkan 

kepada ulil amri. Dalam hal ini pembuat regulasi mengambil 

keputusan secara global, sehingga tidak menentukan bentuk-

bentuk‘uqubah untuk setiap jarimah ta’zir, namun menetapkan 

bentuk-bentuk hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling 

berat. 

Tujuan dijatuhkannya sanksi ta’zir diantaranya: 

1.) Sebagai upaya preventif (pencegahan), hal ini ditujukan kepada 

masyarakat lain sebagai kaca perbandingan. 

2.) Sebagai bentuk represif (menjadikan pelaku jera), hal ini 

dimaksudkan agar pelaku tidak lagi mengulang tindakan 

menyimpang. 

3.) Sebagai wujud kuratif (perbaikan), bertujuan agar sanksi yang 

diberikan dapat memperbaiki perilaku terpidana agar lebih baik 

ke depannya. 

4.) Sebagai langkah edukatif (pendidikan), yakni sebagai 

pembelajaran bagi terpidana agar memiliki pola kehidupan yang 

lebih baik.34 

 

D. Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

                                                           
33 Ibid., 36. 
34 Ibid., 142. 
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1. Pengertian Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang mengandung 

unsur penghinaan, merendahkan, menyerang ataupun bentuk perbuatan 

lainnya yang berkenaan dengan anggota tubuh, fungsi reproduksi, dan juga 

hasrat seksual, yang dilakukan secara paksa hingga bertentangan dengan 

kehendak seseorang, atau bahkan menjadikan seseorang tidak bebas 

(tertekan), sehingga menyebabkan penderitaan secara psikis, fisik, ataupun 

sosial. 

Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan 

sebagai kontak seksual dengan seorang anak yang terjadi dalam tiga hal 

berikut: 

a. Adanya perbedaan usia yang signifikan antara anak dan juga 

pelaku. 

b. Manakala pelaku memiliki otoritas terhadap anak tersebut. 

c. Ketika tindakan tersebut dilakukan terhadap anak disertai 

dengan kekerasan atau tipu daya. 

Namun tidak ada kesepakatan universal mengenai detail pasti dari 

definisi kekerasan seksual terhadap anak, misalnya saja ketentuan selisih 

rentang usia antara pelaku dan korban anak. Disamping itu terdapat 

implikasi sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya tindak 

kekerasan seksual pada anak. 

 

2. Bentuk Kekerasan Seksual 

Beberapa interpretasi kekerasan seksual menurut klasifikasi WHO 

diantaranya: 

a. Pelecehan seksual secara mental, misalnya saja dengan menyebut 

seseorang dengan konteks seksual baik dalam bentuk menyapa, 

mengerlingkan mata, bersiul atau bahkan menjadikan bahan lelucon.  
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b. Pelecehan seksual secara fisik disertai paksaan, seperti pemerkosaan, 

sodomi, atau kekerasan seksual dengan benda.  

c. Paksaan terhadap seseorang untuk terlibat dalam pornografi, kemudian 

foto atau video vulgar tersebut disebarkan ke ranah publik.  

d. Tindakan secara paksa pada seseorang untuk melakukan kegiatan 

seksual sebagai syarat atau penebusan untuk memperoleh sesuatu. 

e. Pernikahan yang dilakukan secara paksa. 

f. Tindak aborsi secara paksa. 

g. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi. 

h. Eksploitasi komersial seksual atau pelacuran. 

 

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual 

Secara garis besar penyebab kekerasan seksual terbagi menjadi tiga, 

yakni faktor individu, faktor hubungan pertalian dan faktor lingkungan 

sosial. Dimana faktor individu mencakup pengaruh obat-obatan, kontrol 

perilaku buruk, tingkat pendidikan rendah, minimnya pengetahuan dalam 

merepresif dan menepis kekerasan seksual, rendahnya kesehatan mental, 

dan juga adanya pengalaman dalam menyaksikan ataupun terlibat secara 

langsung tindak kekerasan seksual.  

Sedangkan dalam faktor hubungan pertalian mencakup adanya 

polemik dalam keluarga, tergabung dalam suatu komplotan geng, adanya 

tingkatan superior antara pelaku dan korban. Disamping itu, faktor 

lingkungan sosial memiliki cakupan seperti budaya yang menjadikan 

tindak kekerasan seksual hal yang lumrah atau tidak tabu, regulasi atau 

norma yang tidak sesuai dan bahkan minim akan penegakan hukum 

terhadap tindak kekerasan seksual. 

Selain beberapa faktor di atas terdapat pula faktor-faktor lain 

penyebab kekerasan seksual yang lebih detail, seperti: 
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a. Faktor usia, dimana semakin rendah usia maka semakin mudah 

untuk dijadikan korban. 

b. Gender, dalam beberapa studi menyatakan bahwa perempuan 

lebih rentan dibandingkan laki-laki. 

c. Ekonomi dan pendidikan, dalam lingkup masyarakat yang 

berada pada strata perekonomian rendah serta edukasi yang 

minim maka semakin tinggi tingkat kasus kekerasan seksual 

yang ada. 

d. Perhatian orang tua, dimana orang tua ataupun keluarga 

merupakan lingkup terdekat dalam bersosialisasi sehingga 

perhatian dan afeksi yang diterima akan berpengaruh pada 

karakter individu. Semakin rendah ikatan emosional orang tua 

maka akan semakin rentan pengaruh negatif yang diterima tak 

terkecuali tindak kekerasan seksual. 

e. Akses dunia maya, seiring berkembangnya teknologi yang ada 

menjadikan segalanya lebih mudah dan tanpa batas. Beragam 

hal dapat diakses dalam dunia maya tak terkecuali konten-

konten berbau seksual atau bahkan aplikasi kencan online. 

Sehingga melalui dunia maya tindak kekerasan seksual pun tak 

dapat terelakkan.35 

 

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak 

Dalam setiap dinamika kehidupan tentunya terdapat beragam 

regulasi yang mengatur, begitu pula perihal pelecehan seksual atau bahkan 

kekerasan seksual pada anak. Berikut dasar-dasar hukum yang berkenaan 

dengan tindak kekerasan seksual pada anak: 

a. Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 KUHP (terkait persetubuhan). 

                                                           
35 Cynthia Crosson-Tower, Understanding Child Abuse and Neglect, 6/e, (Boston: Allyn & Bacon, 

2005), 181. 
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b. Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 KUHP 

(terkait pencabulan). 

c. Pasal 76D juncto Pasal 81 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

d. Pasal 76E juncto Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

e. PP Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri 

Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, 

dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual 

Terhadap Anak. 

 

E. Kebiri Kimia 

1. Pengertian Kebiri 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiri merupakan 

pengangkatan (menghilangkan) testis atau ovarium, sehingga 

menjadikan mandul. Terdapat dua jenis pengebirian, yakni pengebirian 

fisik (pembedahan) dan pengebirian kimiawi. Kebiri fisik melibatkan 

pemotongan organ seks untuk menurunkan hormon testosteron secara 

signifikan. Adapun prosedur kebiri bedah atau orkiektomi bilateral 

ialah dengan membuat sayatan kecil pada skrotum kemudian 

mengeluarkan testis dan korda spermatika, selanjutnya memasukkan 

prostesis36 ke dalam skrotum untuk mencegahnya tampak kosong 

setelah testis diangkat, sayatan ditutup dengan dua lapis jahitan dan 

pembalut bedah. Diasumsikan bahwa operasi pengangkatan kelenjar 

                                                           
36 Alat buatan yang menyerupai bentuk bagian tubuh untuk menggantikan bagian tubuh tersebut 

yang hilang atau rusak akibat trauma, penyakit, dan sebagainya. 
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seks akan menurunkan hormon seks dalam tubuh, yang berakibat pada 

hilangnya gairah seks ataupun disfungsi ereksi.  

Sedangkan kebiri kimia merupakan proses pengebirian dengan 

memasukkan antiandrogen (antihormonal) ke dalam tubuh melalui 

suntikan atau berupa pil dengan tujuan untuk memblokir pelepasan 

hormon sehingga menurunkan kadar testosteron secara 

signifikan.37Beberapa jenis obat-obatan yang umumnya digunakan 

diantaranya cyproterone acetate (CPA) dan medroxyprogesterone 

acetate (MPA). CPA dikenal dengan merek dagang cyprone, androcur, 

dianette, dan cyprostat jamak digunakan di Negara Jerman, Kanada, 

serta Inggris. Sedangkan MPA dikenal dengan merek dagang cycrin, 

hystron, clinovir, dan depo-provera banyak digunakan di Amerika 

Serikat.  

 

2. Dampak Kebiri 

Kebiri bedah menyebabkan efek samping permanen seperti 

keringat berlebih, rambut rontok, penambahan berat badan, pelunakan 

kulit, hilangnya protein, pembesaran fungsi hipofisis dan keratin urin, 

serta pengurangan kalsium pada tulang dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan efek samping psikologis yang diterima antara lain depresi, 

ketidak stabilan emosi, keinginan untuk bunuh diri, dan ketidak 

pedulian terhadap kehidupan.  

Disamping itu, kebiri kimia pun memiliki dampak yang tak 

kalah beresiko diantaranya penuaan dini pada tubuh, mengurangi 

kepadatan tulang sehingga meningkatkan risiko osteoporosis, 

mengurangi massa otot, mengalami ginekomastia (perkembangan 

                                                           
37 John S. Murray, “California’s Chemical Castration Law: A Model For Massachusetss?”, Vol. 24. 

No. 279, (1998), 732.  
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kelenjar payudara yang lebih besar dari ukuruan normal pada pria)38, 

meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. 

Secara spesifik efek samping dari kebiri kimia yang terjadi pada 

pria diantaranya impotensi, abnormal sperma, volume ejakulasi 

menurun, rambut rontok, serta penyusutan pada prostat dan pembuluh 

darah mani. Sedangkan efek samping pada wanita ialah menstruasi 

yang tidak teratur, meningkatkan risiko kanker payudara, 

meningkatkan risiko pembekuan darah dan juga stroke.39 

 

3. Sejarah Kebiri 

Kebiri yang dilakukan pada manusia bukanlah merupakan 

fenomena baru, dalam literatur kuno terdapat beberapa argumen yang 

menyatakan bahwa pengebirian telah terjadi berabad-abad yang lalu 

sebagai bentuk hukuman pada kejahatan seksual di berbagai belahan 

dunia. Dalam mitologi Yunani dan Romawi, Attis, pasangan laki-laki 

Cybelle (yang merupakan dewi kesuburan) mengebiri dirinya sendiri 

dan hal ini lah yang membuka jalan bagi ritual pengebirian oleh 

kelompok atau kultus yang disebut dengan kultus Cybele. Sejalan 

dengan hal tersebut di Mesir pada masa 2.600 SM menganggap budak 

yang telah dikebiri memiliki nilai yang lebih tinggi, karena dianggap 

lebih rajin dan patuh terhadap majikannya. 

Seiring berjalannya waktu, pada abad ke-20 sanksi kebiri telah 

diatur dalam perundang-undangan dan diberlakukan terhadap pelaku 

pemerkosaan atau pelecehan seksual. Eropa menerapkan sanksi kebiri 

pada awal abad ke-20, dengan Denmark yang merupakan pelopor 

                                                           
38 Kanhai, Robert CJMD., dkk, “Short-Term and Long-Term Histologic Effects of Castration and 

Estrogen Treatment on Breast Tissue of 14 Male-to-Female Transsexuals in Comparison With Two 

Chemically Castrated Men”, The American Journal of Surgical Pathology, Vol. 24. No. 1, (2000), 

74. 
39 Zachary Edmonds Oswald, “"Off with His __": Analyzing the Sex Disparity in Chemical 

Castration Sentences”, Michigan Journal of Gender & Law, Vol. 19. No. 471, (2013), 477. 
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terbentuknya undang-undang terkait sanksi kebiri (pada tahun 1929) 

serta meratifikasi hukuman medis untuk pelanggar seksual. Kemudian 

disusul dengan beberapa negara lainnya seperti Jerman pada tahun 

1933, Norwegia pada tahun 1934, Finlandia pada tahun 1935, Estonia 

pada tahun 1937, Islandia pada tahun 1938, Latvia pada tahun 1938, 

dan Swedia pada tahun 1944. Sanksi kebiri di Eropa bertujuan untuk 

menghilangkan dorongan seksual yang diyakini sebagai faktor 

penyebab terjadinya kekerasan seksual.40 

Secara teknis Amerika telah memberlakukan kebiri bedah pada 

awal 1899, namun perihal sanksi kebiri kimia baru diregulasikan 

seratus tahun kemudian dalam perundang-undangan pada 17 

September 1996 oleh California. Kemudian disusul oleh beberapa 

negara bagian seperti Florida (1997), Iowa (2005), Montana (2007), 

Louisiana (2009), Alabama (2009). Wisconsin (2011) dengan 

memperkenankan hakim untuk memaksakan sanksi kebiri kimia pada 

pelaku kekerasan seksual, Georgia dan Oregon (2011) setelah 

mengizinkan pemberlakuan kebiri kimia, namun beberapa saat 

kemudian regulasi ini dicabut. Texas (2001), uniknya pemerintahan 

Texas memberikan opsi kepada terpidana untuk memilih kebiri bedah 

atau kebiri kimia, apabila terpidana memilih kebiri bedah maka ia bebas 

dari hukuman lainnya, namun tidak sama halnya dengan pilihan kebiri 

kimia. Undang-undang kebiri kimia telah diusulkan namun belum 

adanya pengadopsian oleh Pennsylvania (1997), Oklahoma (2002), 

Minnesota (2005), Vermont (2008), Alabama (2009), dan Virginia 

(2011).41 

 

                                                           
40 Linda E. Weiberger, et al., “The Impact of Surgical Castration Risk among Sexually Violent 

Predatory Offenders”, The Journal of The American Academy The American Academy of 
Psychiatry and The Law, Vol. 33. No. I, (2005), 18. 
41 Zachary Edmonds Oswald, “"Off with His __": Analyzing the Sex Disparity in Chemical 

Castration Sentences”, Michigan Journal of Gender & Law, Vol. 19. No. 471, (2013), 483. 
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4. Negara-Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri 

Berikut beberapa negara yang telah mengesahkan undang-undang terkait 

sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual: 

No. Nama Negara Keterangan Perkembangan 

1. Inggris  Telah menerapkan 

sanksi kebiri kimia 

sejak tahun 1950 an 

Pada tahun 2014 terdapat 

25 narapidana yang 

menerima sanksi kebiri 

kimia secara sukarela 

(tanpa paksaam). 

Regulasi tersebut 

merupakan turunan dari 

PD II. Dimana saat itu 

homoseksual diasumsikan 

sebagai mental illness 

(penyakit mental) yang 

dapat diobati dengan 

hadirnya keniri kimia.42 

2.  Amerika 

Serikat 

Dengan California 

sebagai negara bagian 

pertama yang 

mengundang-

undangkan kebiri 

kimia pada 1996. 

Kemudian di susul 

beberapa negara 

bagian lainnya. 

Terdapat beragam 

tantangan dalam  

menerapkan sanksi kebiri 

kimia, diantaranya ialah 

dilarangnya penggunaan 

medroksiprogesteron 

asetat (MPA) oleh Food 

and Drug Administration 

(FDA) untuk 

diaplikasikan pada 

pelanggar seksual.43 

                                                           
42 Supriyadi Widodo, et al., Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri 

(Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, (Jakarta: Institute for 

Criminal Justice Reform), 2016, 10. 
43 Ibid. 
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3.  Jerman  Semenjak tahun 1960 

Jerman telah 

menggunakan 

antiandrogen sebagai 

treatment seksual 

paraphilia, namun 

pemerintah Jerman 

mengatakan bahwa hal 

itu hanya digunakan 

sebagai pengobatan 

bukan untuk 

penghukuman. 

Tak sedikit kritik yang 

dilayangkan oleh Dewan 

Eropa terkait pelaksaan 

kebiri yang diterapkan di 

Jerman, Komite Anti 

Penyikasaan Uni Eropa 

mendesak pemerintahan 

Jerman untuk 

menghentikan 

pelaksanaan kebiri 

tersebut, meskipun para 

terpidana dengan sukarela 

menjalani hukuman. 

4. Polandia  Polandia mengesahkan 

peraturan mengenai 

sanksi kebiri kimia 

pada 2009 dan mulai 

menerapkannya pada 

2010. 

Beragam organisasi 

berasaskan HAM 

mengecam pemerintahan 

Polandia atas 

diberlakukannya 

hukuman kebiri kimia. 

Dalam menanggapi hal 

tersebut pemerintah 

Polandia menyatakan 

bahwa hukuman kebiri 

kimia bertujuan untuk 

memperbaiki mental 

terpidana, menurunkan 

libido serta menekan 

angka kejahatan yang ada.  

5. Korea Selatan Merupakan negara 

pertama di Asia yang 

mengesahkan regulasi 

sanksi kebiri kimia. 

Sanksi kebiri kimia 

pertama kali dijatuhkan 

pada seorang pria (31) di 

tahun 2013. Semenjak 
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Dimana pada Juli 2011 

Korea Selatan 

mengesahkan 

pemberlakuan sanksi 

kebiri kimia pada 

terpidana kejahatan 

seksual yang berusia 

diatas 19 tahun.  

2017 klasifikasi terpidana 

yang dapat dikenai kebiri 

kimia semakin diperluas, 

yakni mencakup pelaku 

kekerasan seksual bahkan 

percobaan pemerkosaan.  

6.  Rusia  Pada tahun 2011 

pemerintahan Rusia 

mengesahkan hukuman 

kebiri kimia bagi 

pelaku kejahatan 

seksual dengan korban 

anak-anak di bawah 14 

tahun.  

Prosedur pelaksanaan 

kebiri kimia di Rusia 

dilakukan setelah adanya 

laporan medis dari 

psikiater forensik, 

selanjutnya pihak 

pengadilan akan 

menyuntikkan zat 

depoprovera yang dapat 

menurunkan hasrat 

seksual. Setelah 

menjalani eksekusi kebiri 

kimia, terpidana akan 

menjalani tahap sanksi 

kurungan.44 

7. Ukraina Pada Juli 2019 

pemerintahan Ukraina 

mengesahkan undang-

undang terkait sanksi 

kebiri kimia. 

Undang-undang tersebut 

berlaku bagi terpidana 

berusia antara 18 hingga 

65 tahun yang dinyatakan 

bersalah melakukan 

pemerkosaan atau 

pelecehan seksual 

                                                           
44 Nuzul Qur’aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, 

Jurnal Konstitusi, Vol. 14. No.1, 2017, 220. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 
 

 

terhadap anak di bawah 

umur.45 

                                                           
45Sabir Shah, “Three countries where rapists are punished through castration”, 

https://www.thenews.com.pk/print/715186-three-countries-where-rapists-are-punished-through-

castration, diakses pada: 20 April 2021. 

https://www.thenews.com.pk/print/715186-three-countries-where-rapists-are-punished-through-castration
https://www.thenews.com.pk/print/715186-three-countries-where-rapists-are-punished-through-castration
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BAB III  

TINDAK PIDANA YANG DIJATUHI SANKSI KEBIRI KIMIA DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA 

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya 

1. Gambaran Umum 

Lembaga pemasyarakatan Kelas I Surabaya merupakan Satuan 

Kerja di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah naungan 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Timur yang merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Surabaya yang terletak di Kalisosok. Nama Kalisosok diambil dari 

nama sebuah daerah di Surabaya Utara, tepatnya berada di sebelah 

utara Jalan Rajawali dan Kembang Jepun.  

Penjara ini dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda ke-36, yakni Herman Willem Daendels pada 1 

September 1808 dengan memakan biaya sebesar 8.000 Gulden. Sesuai 

surat perjanjian tukar menukar (Ruislagh) tanah dan bangunan milik 

Departemen Kehakiman pada Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok 

dengan PT. Fairco Jaya Dwipa: 
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 No.: A.PL.02.01-78 tanggal 27 Agustus 1997. 

 Addendum II No.: 37 A.PL.02.01 104a tanggal 14 Desember 1998. 

 Addendum III No.: A.PL.02.01-95a tanggal 14 Desember 1999. 

 Addendum IV No.: A.PL.02.01-29.1 tanggal 14 Maret 2000. 

 Addendum V No.: A.PL.02.01-53b tanggal 14 Juni 2000. 

 Addendum VI No.: A.PL.02.01-67a tanggal 14 Agustus 2000. 

 Addendum VII No.: A.PL.02.01-01c tanggal 10 Januari 2001. 

 Addendum VIII No.: A.PL.02.01-A.03 tanggal 12 Oktober 2001. 

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2000 Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Surabaya dipindahkan ke Jl. Pemasyarakatan 

No.1 Dukuh Macan Mati Desa Kebon Agung Kecamatan Porong 

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan kapasitas hunian 908 orang.  

 

2. Visi dan Misi 

Visi: Masyarakat memeperoleh kepastian hukum. 

Misi: Melindungi Hak Asasi Manusia. 

 

3. Kondisi Geografis dan Demografi 

Wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya 

terletak pada posisi geografis -7.549247078790115’LU dan 

112.6711840369255’BT dengan luas wilayah kerja 47.877 km3. 

Kondisi topografi wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Surabaya di Kabupaten Sidoarjo meliputi dataran dengan ketinggian 

antara 0 s/d 25 m, dengan rincian: 
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-Wilayah bagian timur memiliki ketinggian 0-3 m dari permukaan laut, 

dengan luas 19.006 ha. meliputi 29,99% merupakan daerah 

pertambakan. 

-Wilayah bagian tengah memiliki ketinggian 3-20 m dari permukaan 

laut, meliputi 40,81% merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan 

pemerintahan. 

-Wilayah bagian barat memiliki ketinggian 10-25 m dari permukaan 

laut, meliputi 29,20% merupakan daerah pertanian. 

 

B. Slogan dan Maskot 

Slogan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Surabaya ialah LATUBAYA PASTI CAKEP, dimana Latu merupakan 

seekor hiu yang merupakan maskot dari Lapas Klas I Surabaya yang 

melambangkan kelincahan, kecerdasan, dan keberanian. Sedangkan Baya 

juga merupakan maskot dari Lapas Klas I Surabaya yang melambangkan 

kesetiaan, kekuatan dan kewaspadaan. Kemudian CAKEP merupakan 

akronim dari Cerdas, Amanah, Kondusif, Enerjik, Produktif.  

Maskot Latu dan Baya merupakan bentuk perwujudan dari prinsip 

kerja yang dipegang oleh seluruh petugas Lapas Klas I Surabaya. Dimana 

mata Latu dan Baya melambangkan karakteristik petugas Lapas Surabaya 

yang selalu antusias dalam bekerja dan terbuka dengan inovasi baru untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

Sedangkan senyum Latu dan Baya melambangkan prinsip 

pelayanan dari petugas Lapas Surabaya yang menerapkan 5S (Senyum, 

Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Gaya berdiri Latu dan Baya 

melambangkan petugas Lapas Surabaya yang selalu siap dalam 

menghadapi tantangan pekerjaan dan perkembangan zaman. Jempol Latu 
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dan Baya melambangkan pelayanan prima menjadi prioritas utama bagi 

setiap petugas Lapas Surabaya, No Pungli, No Diskriminasi, No Korupsi.1 

 

C. Jumlah Penghuni dan Aktivitas Warga Binaan Lapas Kelas I Surabaya 

Sampai pada bulan Juni jumlah penghuni Lapas Kelas I Surabaya 

mencapai 1.949 jiwa, dengan rincian 1.241 orang pria berstatus tahanan, 2 

anak laki laki berstatus tahanan, serta 706 orang pria berstatus narapidana.  

Dalam rangka melakukan pembinaan pada para narapidana yang 

ada, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya mengadakan 

serangkaian kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan potensi serta 

memperbaiki karakter para narapidana.  

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya pelatihan bidang 

agrobisnis guna mengedukasi narapidana terkait pertanian, dapat mengolah 

lahan atau bahkan menjadi pengusaha agrobisnis di masa mendatang; 

pelatihan kemandirian kerja terkait keterampilan pengelasan, keterampilan 

bangunan kayu, dan keterampilan bangunan batu, dimana pelatihan 

tersebut bersertifikat bagi para warga binaan; adanya perpustakaan keliling 

yang disebut dengan “Laskar Ilmu” guna memenuhi hak pembinaan 

intelektual; adanya pelaksanaan ujian kejar paket A, B, dan C rehabilitasi 

sosial bagi warga binaan yang terjerat kasus narkoba. 

Kemudian senam pagi yang diadakan setiap hari jum’at guna 

menjaga kesehatan mental, jasmani dan kekebalan imun; pembinaan 

keagamaan guna memenuhi kebutuhan rohani serta menjaga ketenangan 

batin; kegiatan pembinaan kepramukaan yang diadakan rutin setiap bulan 

dengan tujuan agar menciptakan jiwa patriotisme dan nasionalisme; dan 

beragam kegiatan lainnya. 

 

D. Deskripsi Kasus Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia 

                                                           
1 Arsip dokumen Lapas Klas I Surabaya, 11 Mei 2021. 
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Salah satu kasus yang cukup marak terjadi di masyarakat ialah 

terkait kekerasan seksual, tak hanya orang dewasa saja yang menjadi 

korban namun tak sedikit anak-anak yang masih di bawah umur turut 

dalam insiden memilukan ini. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah 

tak dapat tinggal diam, regulasi semakin ditingkatkan dengan tatanan-

tatanan yang mengikat serta sanksi yang bukan alang kepalang. 

Jika sebelumnya para terpidana hanya dijatuhi hukuman penjara, 

kini pelaku tindak kekerasan seksual pada anak terancam akan sanksi kebiri 

kimia. Terlepas dari pro-kontra masyarakat akan hadirnya regulasi 

tersebut, pemerintah telah menetapkan dan mengesahkan adanya 

penjatuhan sanksi kebiri kimia. Dimana dalam hal ini majelis hakim 

Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjadi pencetus akan pemberian 

hukuman berupa sanksi kebiri kimia di Indonesia. Kemudian dalam rentang 

waktu yang tak lama, penjatuhan sanksi yang serupa turut dilakukan oleh 

majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pada saat ini keuda terpidana 

telah mendekam di Lapas Kelas I Surabaya untuk menjalani masa-masa 

hukuman.  

Diketahui bahwa insiden kekerasan seksual pada anak yang 

terdapat di Mojokerto terjadi pada hari Rabu, 02 Mei 2018 sekitar jam 

10.00 WIB. Pelaku bernama Muhammad Aris bin Syukur (MA) yang 

merupakan seorang pekerja bengkel baru saja pulang dari tempat kerjanya. 

Di tengah perjalanan pulang ia beristirahat sejenak dan memarkirkan 

sepeda motornya di Masjid Miftakhul Huda. Selang beberapa waktu 

kemudian MA melihat Farah Bilqis Maghfiroh (FB) yang masih 

mengenakan seragam sekolah sedang berjalan sendirian melintas di depan 

masjid.  

Tak perlu menunggu lama, MA pun memanggil FB dan menariknya 

menuju kamar mandi masjid, kemudian ia membungkam FB yang sedang 

dalam ketakutan. Di dalam kamar mandi tersebut MA memulai aksinya 

dengan menanggalkan pakaian FB dan menyuruhnya untuk tidur secara 
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terlentang di atas lantai kamar mandi, kemudian disusul dengan MA yang 

juga melepaskan pakaiannya dan menindih tubuh FB. Dengan situasi 

tersebut tentunya membuat FB semakin terdesak dan berusaha 

memberontak.  

Namun sayangnya, MA semakin gencar melakukan aksinya dengan 

mencium kening dan bibir FB, menekan mata sebelah kiri FB dengan 

dagunya, bahkan membuat kening FB terluka akibat terkena giginya. Tak 

berhenti sampai disitu, ketika mencapai titik klimaks MA mulai 

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin FB, karena merasa 

kesakitan FB pun berteriak cukup kencang. Mengetahui bahwa hal ini akan 

mengundang banyak warga, MA pun mencekik leher FB hingga akhirnya 

ia pun terdiam. 

Setelah hasratnya telah terpenuhi, MA pun membersihkan 

kemaluan FB yang telah mengeluarkan bercak darah. Kemudian ia 

memakaikan pakaian FB lalu mengenakan pakaiannya. Selanjutnya ia 

meninggalkan FB di dalam kamar mandi masjid yang masih dalam keadaan 

menangis.2 Selang beberapa hari kemudian orang tua FB yang telah 

mengetahui hal tersebut melaporkan MA ke pihak kepolisian untuk 

selanjutnya melakukan penangkapan pada MA. 

Seusai ditelusuri lebih lanjut, Muhammad Aris tak hanya sekali 

melakukan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, namun nyatanya 

perbuatan keji tersebut telah ia lakukan sejak 2015 dan sudah terhitung 

sebanyak sembilan kasus dengan korban yang berbeda-beda. Tindakan 

tersebut dipicu oleh kebiasaan MA menonton video porno sehingga 

menimbulkan hasrat seksual berlebih pada dirinya. Ia mengaku bahwa tak 

berani menyewa Pekerja Seks Komerial (PSK) dan lebih memilih 

melakukannya dengan anak di bawah umur karena takut akan di razia oleh 

Petugas Kepolisian. 

                                                           
2 Putusan Pengadilan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk. 
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Atas tindakannya tersebut MA dijatuhi hukuman penjara 12 tahun 

oleh Pengadilan Tinggi Kabupaten Mojokerto dan 8 tahun oleh Pengadilan 

Negeri Kota Mojokerto, sehingga jika diakumulasi menjadi 20 tahun 

hukuman penjara. Disamping itu ia juga dikenai denda 100 juta rupiah, 

subsider kurungan 6 bulan, dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. 

Meski telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, 

namun justru majelis hakim semakin menguatkan putusan sebelumnya, 

sehingga dapat dikatakan jika putusan tersebut telah menjadi putusan 

inkrah. 

Sebelumnya MA ditahan di Lapas Kelas 2b Mojokerto selama 9 

bulan, mulanya ia ditempatkan di dalam sel khusus karena dikhawatirkan 

nyawanya terancam apabila ditahan dalam sel umum, hal ini mengingat 

kasus MA dapat memantik amarah warga binaan lainnya, kemudian dalam 

kurun waktu 3 bulan barulah ia ditempatkan dalam sel umum. Selanjutnya 

pada 3 Desember 2020 ia dipindahkan ke Lapas Kelas I Surabaya 

dikarenakan hukuman yang menjeratnya cukup tinggi serta minimnya 

sekuritas di Lapas Mojokerto. 

Dalam kesehariannya Muhammad Aris (23) yang merupakan warga 

Dusun Mangelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, 

dikenal sebagai pemuda yang pendiam dan tak mudah bergaul dengan 

banyak orang. Sehingga perbuatannya tersebut tak pernah diketahui oleh 

pihak keluarga, dan barulah diketahui setelah adanya proses pemanggilan 

oleh pihak kepolisian. Muhammad Aris yang merupakan anak terakhir dari 

empat bersaudara ini cukup tertutup dan tak pernah mengenal kisah cinta 

dengan wanita sebayanya, dirinya mengaku bahwa ia tak pernah 

menyatakan perasaannya kepada siapapun hingga saat ini. 

Mengenai kondisi keluarganya, Muhammad Aris merasa baik-baik 

saja dan tak pernah ada disharmonis yang melanda. Dalam lingkup keluarga 

dan masyarakat sekitarnya tak didapati adanya ketimpangan atau bias 

gender di dalamnya. Setelah mengetahui kasus yang menimpa Aris, pihak 
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keluarga merasa kecewa, terpukul dan sedih, namun disamping itu mereka 

tetap memberikan dukungannya pada Aris.3 

Disamping itu, pelaku kekerasan seksual pada anak yang telah 

dijatuhi hukuman kebiri kimia juga terdapat di Kota Metropolitan 

Surabaya. Pelaku bernama Rahmat Santoso Slamet (RS) merupakan 

seorang guru pembina pramuka di beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama di Surabaya. Modus yang dilakukan oleh RS untuk 

menjerat para korbannya ialah dengan menjanjikan mereka untuk menjadi 

Tim Elit Pramuka di sekolah melalui tahapan pembinaan khusus. 

Mendengar iming-iming tersebut para siswa yang masih lugu tentulah 

tertarik untuk mengikutinya. 

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para calon Tim 

Elit Pramuka tersebut, pertama diawali dengan telanjang bulat, kemudian 

uji kejantanan dengan memegang dan meremas kemaluan korban, 

selanjutnya dengan melakukan onani dan saling berpelukan secara 

bergantian, disusul dengan menginap dan tidur dengan pelaku tanpa 

mengenakan pakaian, tahap berikutnya ialah melakukan sodomi bersama 

pelaku, dilanjutkan dengan melakukan oral seks satu sama lain, dan diakhiri 

dengan tantangan memakan ayam geprek pedas. Seluruh korban dengan 

total 15 anak merupakan siswa laki-laki yang dipanggil ke rumah RS yang 

berada di Kupang Segunting, Tegalsari secara bergantian.  

Atas tindakannya tersebut RS dijatuhi hukuman penjara 12 tahun 

dan denda 100 juta, subsider kurungan 3 bulan. Disamping itu majelis 

hakum PN Surabaya juga menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada RS, 

sebagaiman telah diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 82 UU No.17 tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Menanggapi laporan dari keluarga korban, pihak kepolisian 

melakukan penangkapan kepada RS. Diawali dengan mendekam di Rutan 

                                                           
3 Muhammad Aris, Wawancara, Lapas Kelas I Surabaya, 26 Februari 2021. 
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Surabaya selama 1 tahun 6 bulan, kemudian ia dipindahkan ke dalam sel 

Lapas Kelas I Surabaya. 

Rahmat Santoso Slamet (33) merupakan anak kelima dari enam 

bersaudara, dalam kesehariannya ia cukup dekat dengan sang ibu. Namun 

sayangnya tak ada satupun pihak keluarga yang curiga atas tindakan RS 

yang berulang kali membawa anak didiknya untuk menginap di rumah. Tak 

jauh berbeda dengan Muhammad Aris, lingkungan keluarga Rahmat sejauh 

ini baik-baik saja dan tak ada konflik di dalamnya.  

Rahmat Santoso bukanlah seseorang yang tertutup dalam 

pergaulannya, beberapa kali ia melakukan interkasi dengan teman-

temannya seperti halnya dengan obrolan kecil, hingga melakukan 

pendakian bersama mereka, bahkan RS mengaku pernah memiliki pacar 

sebelumnya. Disamping itu RS memiliki ketertarikan tinggi dalam 

membaca buku dan juga menonton anime (kartun Jepang). Mengetahui 

bahwa dirinya mendapatkan sanksi kebiri kimia, ia hanya bisa pasrah dan 

menyatakan lebih memilih dihukum mati daripada di kebiri.4 

 

 

 

 

                                                           
4 Rahmat Santoso Slamet, Wawancara, Lapas Kelas I Surabaya, 6 Februari 2021. 
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BAB IV  

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

TERPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN KEBIRI KIMIA DI LAPAS 

KELAS I SURABAYA 

A. Analisis Kriminologi Terhadap Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Kebiri 

Kimia di Lapas Kelas I Surabaya 

1. Faktor Kriminologi 

Segala peristiwa yang terjadi tak lepas dari adanya faktor-faktor 

penyebab yang melatar belakangi, tak terkecuali pada peristiwa tindak 

pidana. Berikut uraian terkait ragam faktor yang memiliki korelasi pada 

kasus kekerasan seksual pada anak kali ini: 

a. Faktor Keluarga 

Secara umum faktor keluarga merupakan faktor terpenting 

dalam pembentukan karakter sesorang. Lingkup keluarga akan 

mempengaruhi perkembangan kepribadian serta mengajarkan 

bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan masyarakat. Dan 

yang pasti, keluarga merupakan tempat pembelajaran pertama 

(fondasi) sebelum akhirnya seseorang mengenal dunia luar. 

Berdasarkan pengakuan kedua terpidana yakni Muhammad 

Aris (MA) dan Rahmat Santoso Slamet (RS) lingkungan keluarga 

dimana mereka tumbuh cukup kondusif dan tidak terdapat adanya 
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 konflik. Disamping itu tak ada kesenjangan dari sisi gender, baik 

dalam pembagian hak dan kewajiban maupun dalam segi lainnya. 

Sehingga apabila ditinjau dari faktor keluarga tak bisa dikatakan 

sebagai faktor penyebab kedua pelaku melakukan kejahatan.  

b. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan memiliki peran yang tak kalah penting 

dengan keluarga, ketika individu mulai beranjak keluar dari lingkup 

internal menuju ranah eksternal, yakni lingkungan dimana mereka 

bergaul dan mencari jati diri. Disamping itu, lingkungan pula yang 

akan mengarahkan atau bahkan menarik diri seseorang ke dalam 

sisi-sisi kehidupan yang tak jarang saling berlawanan satu sama 

lain. Dimana gelap terang, pasang surut, mulus terjal, akan menjadi 

dinamika kehidupan yang tak bisa terlewatkan.  

Kembali pada hasil wawancara terhadap dua terpidana MA 

dan RS, dimana lingkungan keduanya tinggal tak jauh berbeda, 

meskipun MA merupakan seorang pekerja pada sebuah bengkel di 

Kabupaten Mojokerto sedangkan RS merupakan seorang guru 

pembina pramuka pada beberapa sekolah di Kota Surabaya, namun 

tak terdapat adanya perbedaan dari sisi pengaruh lingkungan yang 

ada. 

Keduanya memiliki lingkungan hidup yang dapat dikatakan 

baik-baik saja, tak ditemui pengaruh-pengaruh buruk yang 

menjadikan mereka melakukan tindakan keji tersebut. Bahkan 

kedua pelaku merupakan individu dengan karekter tertutup, 

sehingga tak mudah dalam menjalin pergaulan dengan dunia luar. 

 

c. Faktor Psikologis  

Faktor psikologis merupakan faktor internal yang tak bisa 

dilihat secara kasat mata, namun kondisi psikologis seseorang 
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hanya dapat dinilai melalui beberapa tahapan tes. Menurut para ahli 

kejiwaan, kejahatan merupakan sebuah tingkah laku manusia yang 

melanggar norma (hukum) ditentukan oleh faktor-faktor internal 

dari manusia itu sendiri.1 

Pada beragam teori psikologis tentang kekerasan dan 

pelecehan seksual yang ada, lebih terfokus pada penjelasan 

pemikiran dan perilaku manusia melalui berbagai mekanisme 

perkembangan baik kognitif, sosial, perilaku, atau afektif.2 

Disamping itu faktor-faktor psikologis yang turut serta 

memberikan kontribusi dalam mempengaruhi tumbuh kembang 

jiwa seseorang sehingga menjadikannya pelaku kekerasan atau 

pelecehan seksual diantaranya, pernah menjadi korban 

pemerkosaan atau kekerasan seksual, adanya masalah dalam 

hubungan yang pernah dijalani, kecemasan terhadap rasa aman pada 

relasi (partner), stress dan rasa lelah, pengaruh norma budaya, serta 

adanya gangguan psikologis. 

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, tentu terdapat 

adanya penyimpangan pada diri pelaku, diantaranya ialah 

penyimpangan orientasi seksual. Dimana pelaku melakukan 

hubungan seksual dengan anak-anak yang masih di bawah umur, 

dan bahkan memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Hal ini 

serupa dengan insiden MA dan RS, pada kasus MA ia melakukan 

tindak kekerasan seksual beberapa kali pada anak-anak di bawah 

umur yang ia temui di berbagai tempat (tidak jauh dari tempat 

tinggalnya). Sedangkan RS telah melakukan kekerasan seksual 

pada beberapa muridnya yang masih di bawah umur, dan bahkan 

mereka berjenis kelamin laki-laki, hal ini dapat dikatakan bahwa 

                                                           
1 Linda Ikawati, “Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia”, 
Jurnal Hukum Responsif UNPAB, 130. 
2 Theresa A Gannon dan Caoilte O Ciardha, “Psychological Theories Related to Sexual Violance 

and Abuse”, In J.L. Postmus (ED.), “Sexual Violence and Abuse: An Encyclopedia of Prevention, 

Impacts, and Recovery”, Santa Barbara, CA:ABC-CLIO, 2012, 3. 
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terdapat adanya kelainan orientasi seksual pada diri MA dan juga 

RS.  

 

d. Faktor Ekonomi 

Dalam perkembangan kasus yang semakin meningkat, 

faktor ekonomi cukup memberikan kontribusi dalam tindak 

kejahatan yang ada, tak terkecuali tindak kekerasan seksual pada 

anak. Semakin timpang perekonomian antar individu maka semakin 

rentan pula terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Kesenjangan 

yang ada diakibatkan jumlah penduduk yang semakin padat 

sehingga timbul persaingan ekonomi yang ketat. Hal ini secara 

tidak langsung dapat mempengaruh kondisi jiwa dan perangai 

seseorang. 

Berdasarkan latar belakang kedua pelaku yakni MA dan RS 

keduanya dapat dikategorikan dalam masyarakat dengan 

perekonomian menengah ke bawah. Dimana MA sebelum bekerja 

sebagai pegawai bengkel, ia merupakan pekerja serabutan yang 

menggantungkan hidup pada upah ala kadarnya. Sedangkan RS 

yang merupakan guru pembina pramuka dengan status honorer, 

tentunya masih berada pada ambang perekonomian menengah.  

 

e. Faktor Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan pada seseorang dapat 

menjadikan dirinya acuh terhadap norma masyarkat serta tidak 

mempedulikan akibat dari perbuatan yang dilakukan, terlebih jika 

tindakannya termasuk dalam perbuatan pidana. Dalam keadaan 

buta hukum atau mungkin saja menyepelakan sanksi yang akan 

diterimanya, dengan santai dan tanpa beban ia melakukan tindak 

kejahatan meski harus merugikan pihak lainnya.  
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Berdasarkan track record sebelumnya, kedua terpidana MA 

dan RS memiliki latar belakang pendidikan yang tidak terlalu 

tinggi. Dimana MA hanya menyelesaikan pendidikan formalnya 

hingga Sekolah Dasar (SD) sedangkan RS pada tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Hal ini cukup berkenaan dengan 

bagaimana mereka menyikapi perilaku-perilaku menyimpang di 

masyarakat dan cara mensortir baik buruk tindakan yang sebaiknya 

dilakukan atau dijauhi.  

Sehingga dapat ditarik konklusi bahwa faktor-faktor 

dominan yang mempengaruhi RS maupun MA dalam melakukan 

tindak kekerasan sosial pada anak diantaranya, faktor psikologis, 

faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.  

 

2. Teori Kriminologi 

Beralih dari faktor-faktor yang melatarbelakangi insiden 

kekerasan seksual di atas, kini beranjak pada teori-teori yang bertautan 

dengan peristiwa yang terjadi. Dalam kriminologi terdapat beragam 

teori yang dicetuskan oleh para ahli, namun pada kasus ini hanya 

beberapa teori saja yang memiliki kaitan cukup erat, diantaranya: 

a. Teori Psikologis Hedonistis 

Teori ini mengungkapkan bahwa sejatinya manusia dapat 

mengatur tigkah lakunya dengan pertimbangan rasional yang 

mereka punya. Hal ini didasari adanya pertimbangan untuk memilih 

kesenangan atau kesengsaraan. Sehingga tindakan-tindakan 

kriminal terjadi manakala seseorang menganggap jalan tersebut 

lebih menguntungkan dan membahagiakannya. 

Hal ini dapat dilihat manakala kedua pelaku kekerasan 

seksual pada anak yakni MA dan RS merupakan dua individu yang 

mampu berpikir secara rasional dengan normal. Mereka dapat 
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mempertimbangkan baik buruk atau keuntungan dan kerugian atas 

tindakan yang mereka lakukan, terlebih insiden tersebut tidak 

hanya terjadi sekali saja namun secara berulang dengan objek yang 

berbeda. Dalam hal ini mereka melampiaskan hasrat seksual pada 

anak-anak di bawah umur yang secara fisik maupun mental lebih 

mudah untuk dibujuk dan dijadikan korban, dibandingkan dengan 

menaruh target pada orang dewasa yang resikonya lebih besar. 

 

b. Teori Kontrol Sosial 

Merupakan sebuah teori yang baranggapan bahwa kejahatan 

timbul dari faktor-faktor sosiologis seperti pendidikan, keluarga, 

dan teman sepergaulan. Dimana variabel-variabel tersebut memiliki 

peran dalam mengendalikan (mengontrol) kepribadian seseorang 

agar tidak bertindak secara egois dan agresif yang mengarah pada 

perilaku kriminal.  

Menurut Travis Hirschi terdapat empat ikatan yang dapat 

mengendalikan perilaku seseorang ketika tergoda untuk melakukan 

tindakan kriminal atau menyimpang, diantaranya kedekatan, 

komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Apabila digabungkan 

keempat ikatan sosial tersebut maka dapat mengendalikan perilaku 

dan menjaga agar tetap terkendali. 

Berdasarkan wawancara terhadap kedua terpidana, di satu 

sisi MA tidak memiliki kedekatan yang kuat dengan keluarga 

maupun lingkungan sekitarnya, ia selalu memendam setiap masalah 

dan tak pernah mencurahkannya pada siapapun, sehingga tidak 

adanya ikatan sosial yang mengendalikan tingkah lakunya. 

Sedangkan RS mengaku jika dirinya cukup dekat dengan sang ibu, 

namun tak begitu dekat dengan teman sepermainannya. Kendati 

demikian RS cukup aktif dalam kegiatan pendakian dan memiliki 
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hobi membaca novel, sehingga ikatan sosial yang dimilikinya 

terbilang cukup kuat, namun tentu saja terdapat hal-hal lain seperti 

ikatan kepercayaan dan komitmen pada diri RS yang belum optimal 

sehingga menjadikannya melakukan perbuatan menyimpang. 

c. Social Learning Theory 

 Merupakan sebuah teori yang meyakini bahwa tingkah laku 

delinquent dapat dipelajari melalui sisi psikologis yang setara 

dengan non delinquent. Beberapa langkah yang secara general 

digunakan para delinquent untuk mempelajari tingkah laku 

diantaranya, dengan melakukan observasi, dengan adanya direct 

exposure (pengalaman secara langsung), dan differential 

reinforcement (penguatan yang beragam).3 

 Beberapa tokoh yang berpihak pada Social Learning Theory 

diantaranya Albert Bandura, Gerrard Patterson, Ernest Burgess, 

dan Ronald Akers. Menurut Albert Bandura observational learning 

merupakan metode ampuh dalam teori pembelajaran sosial, 

sehingga setiap individu dapat mempelajari kekerasan dan 

keganasan melalui behavioral modeling (model peniruan), misalnya 

saja anak kecil dapat mengimitasi tingkah laku orang lain dengan 

mempelajari atau sekedar memperhatikan lingkungan sekitarnya, 

baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, atau media sosial.  

 Selaras dengan tindak kekerasan seksual pada anak yang 

dilakukan oleh kedua terpidana, yakni MA dan RS dimana 

keduanya telah mengobservasi (secara tidak langsung) hal-hal yang 

berkenaan dengan pemicu gairah seksual. Di satu sisi MA mengaku 

beberapa kali menonton video porno yang tentunya menampilkan 

adegan dewasa, sedangkan RS memiliki ketertarikan dalam 

menonton anime Jepang (yang tidak menutup kemungkinan 

                                                           
3 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2018), 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 
 

 

terdapat adegan dewasa di dalamnya). Melalui media-media 

tersebut serta refleksi kejadian demi kejadian yang terjadi di 

sekitar, seseorang akan terbiasa menerima dan mengganggap wajar 

hal yang semestinya merupakan tindakan menyimpang di 

masyarakat. 

 Ragam pemaparan teori di atas memiliki kesimpulan bahwa 

tindak kejahatan yang dilakukan oleh RS dan MA berkesusaian 

dengan teori psikologis hedonistis, teori kontrol sosial, dan social 

learning theory.  

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Terpidana yang Dijatuhi Hukuman 

Kebiri Kimia di Lapas Kelas I Surabaya 

1. Berdasarkan Asas-Asas Hukum Pidana Islam 

Dalam hukum pidana islam terdapat beberapa asas yang 

menjadi landasan dalam menegakkan syari’ah islam, diantaranya asas 

legalitas, asas tidak berlaku surut (non-retroaktif), asas praduga tak 

bersalah (principle of lawfulness), asas persamaan di depan hukum 

(equality before the law), dan asas tidak sahnya hukuman karena 

keraguan. 

Apabila dikaitkan dengan dijatuhkannya hukuman kebiri kimia 

bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak yang berada di Lapas 

Klas I Surabaya, hal ini telah memenuhi kelima asas dalam hukum 

pidana islam. Pertama, penjatuhan sanksi tersebut diberikan setelah 

adanya regulasi yang mengatur yakni pada Pasal 76D juncto Pasal 81 

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 

76E juncto Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan 
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kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Kedua, berkenaan dengan asas non-retroaktif penjatuhan sanksi 

kebiri kimia tersebut tidaklah diberikan kepada para “predator” yang 

telah melakukan pelanggaran sebelum disahkannya Perppu Nomor 1 

Tahun 2016. Sehingga sanksi yang diberikan tidaklah berlawanan 

dengan asas hukum yang ada. Ketiga, asas praduga tak bersalah, dalam 

hal ini pihak penegak hukum telah melakukan penyelidikan, 

penyidikan, hingga pada tahap persidangan sebelum menjatuhkan 

sanksi kepada para terpidana, sehingga keputusan tersebut tidaklah 

serta merta diberikan tanpa adanya cross-check terlebih dahulu. 

Keempat, asas persamaan di depan hukum, penjatuhan sanksi 

kebiri kimia terhadap dua terpidana tidaklah berat sebelah, meski 

keduanya memiliki latar belakang yang berbeda namun proses dan 

penjatuhan sanksi antara MA dan RS tetaplah sama. Kelima, asas tidak 

sahnya hukuman karena keraguan. Para majelis hakim baik yang berada 

di Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Negeri Mojokerto 

telah memutuskan secara inkrah dan tanpa ada keraguan di dalamnya, 

dapatlah dikatakan jika penjatuhan sanksi terhadap kedua pidana 

tersebut telah memenuhi asas-asas hukum pidana islam. 

 

2. Ragam Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Kedua Terpidana dalam 

Perspektif Hukum Pidana Islam 

Dalam hukum pidana islam hukuman diklasifikasikan ke dalam 

beberapa jenis, diantaranya hukuman pokok (‘uqubah ashliyah), 

hukuman pengganti (‘uqubah badaliyah), hukuman tambahan (‘uqubah 

taba’iyah), dan hukuman pelengkap (‘uqubah takmiliyah). Bentuk 

hukuman yang pertama ialah hukuman pokok, dimana MA dijatuhi 
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hukuman berupa pidana penjara selama 20 tahun, sedangkan RS dikenai 

sanksi yakni pidana penjara selama 12 tahun.  

Bentuk hukuman yang kedua ialah hukuman pengganti, dimana 

MA yang awalnya mendapat pidana denda senilai 100 juta rupiah 

diganti dengan kurungan selama 6 bulan, sedangkan RS yang mulanya 

menerima hukuman denda senilai 100 juta rupiah diganti dengan 

kurungan selama 3 bulan.  

Bentuk hukuman yang ketiga ialah hukuman tambahan, kedua 

terpidana pelaku kekerasan seksual pada anak yakni MA dan RS 

keduanya dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan 

alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk hukuman yang 

keempat yakni hukuman pelengkap, tidak didapati dalam putusan 

kedua terpidana tersebut. 

 

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hukum 

Pidana Islam 

Secara garis besar jarimah terklasifikasi menjadi tiga yakni 

hudud, qishas dan diyat, serta ta’zir. Hudud merupakan jarimah yang 

diancam dengan ‘uqubah had (yang telah ditentukan oleh syara’) 

bersifat terbatas dan merupakan hak Allah, sedangkan qishas dan diyat 

merupakan jarimah yang telah ditentukan oleh syara’ namun berisi hak 

manusia (individu), kemudian ta’zir merupakan hukuman yang belum 

terdapat dalam syara’ sehingga penentuan dan pelaksanaannya 

diserahkan kepada ulil amri.  

Apabila dilihat dari jenis tindak pidana yang ada, yakni 

kekerasan seksual pada anak, belum terdapat adanya sanksi yang 

ditentukan oleh syara’, sehingga bentuk jarimah yang sesuai dengan 
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insiden tersebut ialah jarimah ta’zir. Dalam hal ini ulil amri merupakan 

seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kapabilitas untuk 

memimpin dan mengurus kepentingan-kepentingan umat, menurut 

jumhur ulama’ presiden termasuk dalam ulil amri yang ketentuannya 

wajib ditaati (asal tidak menyimpang dari Al-Qur’an dan hadits). 

Sedangkan dalam ranah hukum, majelis hakim tergolong sebagai ulil 

amri yang berhak menentukan bentuk sanksi yang sesuai bagi 

terpidana. 

Menyikapi ragam kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada 

anak, presiden telah mengesahkan beberapa regulasi yang dapat 

menjerat para pelaku kekerasan seksual pada anak, diantaranya Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 70 

tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan 

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas 

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 

Berkesinambungan dengan regulasi yang ada, pihak majelis 

hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri 

Mojokerto telah memutuskan dijatuhkannya sanksi kebiri kimia 

sebagai hukuman tambahan bagi para pelaku kekerasan seksual pada 

anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

C. Dampak Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak 

Kekerasan Seksual Pada Anak 

Kebiri merupakan pengangkatan (menghilangkan) testis atau 

ovarium, sehingga menjadikan mandul, kebiri terbagi menjadi dua jenis, 

yakni kebiri bedah dan kebiri kimia. Secara teknis kebiri kimia merupakan 

proses pengebirian dengan memasukkan antiandrogen (antihormonal) ke 

dalam tubuh melalui suntikan atau berupa pil dengan tujuan untuk 
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memblokir pelepasan hormon sehingga menurunkan kadar testosteron 

secara signifikan.4Kebiri bedah menyebabkan efek samping permanen 

seperti keringat berlebih, rambut rontok, penambahan berat badan, 

pelunakan kulit, hilangnya protein, pembesaran fungsi hipofisis dan keratin 

urin, serta pengurangan kalsium pada tulang dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan efek samping psikologis yang diterima antara lain depresi, 

ketidak stabilan emosi, keinginan untuk bunuh diri, dan ketidak pedulian 

terhadap kehidupan.  

Disamping itu, kebiri kimia pun memiliki dampak yang tak kalah 

beresiko diantaranya penuaan dini pada tubuh, mengurangi kepadatan 

tulang sehingga meningkatkan risiko osteoporosis, mengurangi massa otot, 

mengalami ginekomastia (perkembangan kelenjar payudara yang lebih 

besar dari ukuruan normal pada pria)5, meningkatkan risiko penyakit 

jantung dan gangguan pembuluh darah. 

Secara spesifik efek samping dari kebiri kimia yang terjadi pada 

pria diantaranya impotensi, abnormal sperma, volume ejakulasi menurun, 

rambut rontok, serta penyusutan pada prostat dan pembuluh darah mani. 

Sedangkan efek samping pada wanita ialah menstruasi yang tidak teratur, 

meningkatkan risiko kanker payudara, meningkatkan risiko pembekuan 

darah dan juga stroke.6 

 

D. Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM, Hukum Positif, 

Para Ahli dan Maqashid Syariah 

1. Perspektif HAM Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia 

                                                           
4 John S. Murray, “California’s Chemical Castration Law: A Model For Massachusetss?”, Vol. 24. 

No. 279, (1998), 732.  
5 Kanhai, Robert CJMD., dkk, “Short-Term and Long-Term Histologic Effects of Castration and 

Estrogen Treatment on Breast Tissue of 14 Male-to-Female Transsexuals in Comparison With Two 

Chemically Castrated Men”, The American Journal of Surgical Pathology, Vol. 24. No. 1, (2000), 

74. 
6 Zachary Edmonds Oswald, “"Off with His __": Analyzing the Sex Disparity in Chemical 

Castration Sentences”, Michigan Journal of Gender & Law, Vol. 19. No. 471, (2013), 477. 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi 

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan CAT 

(Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment) sehingga telah menjadi sebuah keharusan 

untuk melindungi, menghormati dan menjaga harkat martabat manusia 

agar segenap hak asasi yang dimiliki tidak dilanggar atau bahkan 

dirampas.  

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dalam proses eksekusi 

kebiri kimia dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak terpidana, 

maka secara jelas hal ini telah melanggar kewajiban yang termaktub 

dalam ICCPR dan CAT. Disamping itu, sanksi kebiri kimia juga telah 

melanggar serangkaian peraturan perundang-undangan terkait HAM 

diantaranya pada UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 

I ayat (1), serta UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 33 ayat (1).  

 

2. Perspektif Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia 

Berkenaan dengan korelasi antara penjatuhan pidana kebiri 

kimia dengan dasar hukum dan teori pemidanaan yang ada, maka dapat 

dikatakan bahwa bentuk pidana kebiri kimia tidak terdapat dalam Pasal 

10 KUHP yakni mengenai jenis pidana tambahan. Kendati demikian 

telah dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP bahwa terdapat adanya 

pengabaian oleh UU pidana khusus terhadap ketentuan umum dalam 

KUHP. Pengebaian tersebut dapat terjadi lantaran adanya irisan dari 

ruang lingkup yang serupa antara KUHP dan ketentuan khusus yang 

berada di luar KUHP. Konsep seperti ini secara umum disebut dengan 

lex specialis derogate lex generali, yakni hukum yang bersifat khusus 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sehingga hadirnya 

pidana kebiri kimia dapat menjadi ultimum remedium bagi pelaku 

kekerasan seksual pada anak. 
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Disamping itu, hukuman kebiri kimia relevan dengan tujuan 

pemidanaan dari Teori Gabungan, yakni tak hanya memberikan efek 

jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak namun juga 

memberikan pembinaan dan pemulihan kepada pelaku, serta menjadi 

peringatan bagi khalayak umum untuk tidak melakukan tindak 

kejahatan serupa. 

 

3. Perspektif Para Ahli Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia 

Riuh rendah pemberitaan terkait penjatuhan sanksi kebiri kimia 

menimbulkan beragam pro-kontra di tengah masyarakat. Tak 

ketinggalan pula beraneka perspektif para ahli bermunculan dalam 

menanggapi sanksi kontroversial ini, diantaranya: 

a. Seorang pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, Mudzakir beranggapan bahwa pidana kebiri kimia 

tidak tepat dijadikan sebagai pidana tambahan, hal ini 

dikarenakan kondisi terpidana dalam keadaan tidak sadar ketika 

menjalani pelatihan pengendalian nafsu selama menjalani masa 

hukumannya. Hendaknya eksekusi pidana dilakukan ketika 

terpidana dalam kondisi sadar kemudian dilatih untuk 

mengendalikan hawa nafsu, sedangkan apabila dimatikan hasrat 

seksualnya (dengan kebiri kimia) maka terpidana tak dapat 

melatih mengendalikan diri. Selain itu Mudzakir mendukung 

akan sanksi cambuk bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang 

diterapkan di Provinsi Aceh, lantaran hal ini dapat melatih 

pelaku untuk mengendalikan hawa nafsu dalam kondisi sadar.7 

b. Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memutuskan 

bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia adalah haram. Hal ini 

                                                           
7 Yunita Amalia, “Penjelasan Pakar Hukum Pidana Kebiri Tidak Tepat Diterapkan”, 

https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-pakar-hukum-pidana-kebiri-tidak-tepat-

diterapkan.html, diakses pada: 22 Juli 2021. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-pakar-hukum-pidana-kebiri-tidak-tepat-diterapkan.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-pakar-hukum-pidana-kebiri-tidak-tepat-diterapkan.html
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terdapat dalam fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 yang 

menyatakan bahwa “Hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya 

adalah haram.”8 

c. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi 

(PERSANDI) Nugroho Sandi menjelaskan bahwa hasrat 

seksual seseorang tidak berasal dari faktor tunggal, namun 

terdapat faktor lain yang dapat memicu hasrat tersebut. 

Sehingga meski pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia, maka 

tidak menutup kemungkinan hasrat seksual yang dimilikinya 

akan tetap ada. Lantaran gairah seksual seseorang tidak hanya 

dipengaruhi oleh hormon testosteron tapi juga adanya pengaruh 

memori-memori seksual yang terekam sebelumnya, serta 

didukung oleh kebugaran tubuh. 

Tak hanya itu, pemberian injeksi kebiri kimia akan berlangsung 

dalam kurun waktu selama dua tahun, hal ini dikhawatirkan 

akan merusak organ tubuh pelaku atau bahkan pelaku tak dapat 

kembali normal seperti semula, meski telah dilakukan 

rehabilitasi.9  

 

4. Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri 

Kimia 

Hukum islam memiliki orientasi tersendiri dalam menjatuhkan 

sanksi pidana, sebuah sanksi diberikan dengan tujuan untuk melindungi 

lima perkara, yakni hifdzud diin (menjaga agama), hifdzun nafsi 

(menjaga jiwa), hifdzul a’qli (menjaga akal), hifdzul maal (menjaga 

harta), dan hifdzun nasl (menjaga keturunan). Selaras dengan hal 

                                                           
8 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri Bagi 

Pelaku Prostitusi. 
9 Irwan Syambudi, “Ahli Kesehatan: Kebiri Kimia Tak Jamin Hilangnya Hasrat Seks”, 

https://tirto.id/ahli-kesehatan-kebiri-kimia-tak-jamin-hilangnya-hasrat-seks-f81T, diakses pada: 

22 Juli 2021. 

https://tirto.id/ahli-kesehatan-kebiri-kimia-tak-jamin-hilangnya-hasrat-seks-f81T
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tersebut wujud dari sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman 

yang berdampak pada frustasi dan kehilangan keseimbangan jiwa. Hal 

ini dapat berujung pada tindakan bunuh diri dan tentunya bertentangan 

dengan hifdzun nafs, tak hanya itu setelah narapidana bebas dari 

penjara, ia pun tidak lagi bergairah untuk melaksanakan perkawinan 

sehingga hal ini bertentangan pula dengan hifdzun nasl. Dapat 

dikatakan maqashid syari’ah memiliki nilai-nilai yang berkesesuaian 

dengan perlindungan HAM. 

Selaras dengan hal tersebut, dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal yang artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan 

kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Qais dari Ibnu 

Mas’ud berkata: kami berperang bersama Rasulullah dan tidak ada para 

wanita yang ikut, lalu kami berkata:  Wahai Rasulullah boleh kah kami 

berkebiri? Namun beliau melarang hal itu.”10 

Kemudian terdapat pula larangan para ulama untuk mengebiri 

manusia dalam kitab-kitab klasik hukum islam, seperti Imam Ibnu 

Hajar Al –Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Shan’ani dalam Subulus 

Salam, Imam Ibnu Abdil Bar dalam Al Istidzkar, dan beragam ulama 

fikih lainnya. 

Maka hal ini telah menjelaskan bahwa penjatuhan pidana kebiri 

kimia merupakan hal yang diharamkan dalam hukum islam, selain 

bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syari’ah namun juga tidak 

berkesesuaian dengan syari’at yang ada. 

Apabila ditelaah kembali pengaplikasian sanksi kebiri kimia 

merupakan bias dalam terwujudnya penegakan hukum, alih-alih 

merupakan wujud keadilan bagi korban namun justru dapat menjadi 

upaya “balas dendam” yang tidak secara signifikan dijatuhkan oleh 

                                                           
10 Ahmad bin Hanbal, Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal Vol. 6, (T.tp.: Mu’assasah al-Risalah, 

2001), 161. 
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negara kepada pelaku. Disamping itu, hukuman kebiri kimia justru 

mempersempit definisi “pemerkosaan”. Dalam pembahasan RKUHP 

(Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana 

pemerkosaan dijabarkan lebih luas, dimana orientasinya tidak sebatas 

kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan secara paksa alat vital 

laki-laki ke dalam alat vital perempuan, namun modus operandi 

pemerkosaan dapat berwujud memasukkan organ tubuh lain atau benda-

benda lainnya ke dalam alat vital bahkan anus.  

Dikhawatirkan serangkaian sanksi tambahan berupa kebiri kimia 

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik menjadikan lemahnya 

penegakan hukum dan melegalkan adanya pelanggaran HAM, bahkan 

akan menciptakan jenis kejahatan baru di kemudian hari. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menelaah dan menganalisa rangkaian uraian pada bab-bab 

terdahulu, maka tibalah pada bagian kesimpulan sebagai jawaban atas 

rumusan masalah yang ada. Dalam hal ini penulis memperoleh beberapa 

kesimpulan, yakni: 

1. Ditinjau dari perspektif kriminologi, tindak pidana yang dilakukan oleh 

Muhammad Aris dan Rahmat Santoso Slamet dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor yakni faktor psikologis, faktor ekonomi, dan faktor 

pendidikan. Disamping itu teori-teori kriminologi yang berkaitan 

dengan kasus tersebut diantaranya teori psikologis hedonistis, teori 

kontrol sosial, dan teori pembelajaran sosial. Berdasarkan perspektif 

para ahli, pidana kebiri kimia dapat membahayakan pelaku, bahkan 

dinilai kurang efektif dalam menekan kriminalitas kekerasan seksual. 

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana islam, 

penjatuhan sanksi yang diberikan kepada kedua terpidana telah 

memenuhi asas-asas hukum pidana islam. Namun secara syara’ pidana 

kebiri kimia bertentangan dengan maqashid syari’ah dan pendapat para 

fuqaha. 

2. Berkenaan dengan sanksi kebiri kimia, dampak yang dapat dirasakan 

diantaranya penuaan dini pada tubuh, meningkatkan risiko 

osteoporosis, mengurangi massa otot, mengalami ginekomastia, 

meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. 
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B. Saran 

1. Kepada para penegak hukum, hendaknya dapat mengedukasi 

masyarakat dengan baik, hal ini dapat dimulai dengan memberikan 

edukasi terkait bahaya kejahatan (khususnya pelecehan seksual), 

kemudian pemahaman terkait sex education, serta upaya-upaya dalam 

menghindari atau melawan kejahatan seksual dengan cara yang 

sekiranya mudah dilakukan oleh masyarakat. 

2. Kepada masyarakat umum, hendaknya tidak menganggap tabu terkait 

pembelajaran sex education karena hal ini nantinya akan cukup 

bermanfaat dalam menekan angka kriminalitas pelecehan dan 

kekerasan seksual (khususnya pada anak), dan manakala terdapat 

adanya korban pelecehan dan kekerasan seksual di sekitar kita 

sebaiknya tidak untuk di bully atau di cemooh bahkan di kucilkan, tapi 

dampingi mereka untuk speak up bantu mereka untuk proses recovery, 

karena mungkin saja fisik mereka tak begitu terluka namun kondisi 

psikis mereka tentulah sangat terguncang, dan hal ini jauh lebih rentan 

dan berbahaya dibandingkan kerusakan pada fisik. 

3. Kepada pemerintah, ada baiknya untuk melakukan studi secara 

mendalam terkait eksekusi kebiri kimia, mengingat banyaknya opini-

opini pro kontra terkait pengesahan regulasi tersebut. Pastikan bahwa 

sanksi tersebut bukanlah wujud “tergesa-tergesa” dan “balas dendam” 

semata, namun memang layak untuk diberikan dan nantinya tidak 

menimbulkan banyak kemudhorotan di kemudian hari. Mengingat 

bahwa fungsi dari adanya sanksi ialah tidak hanya menjadikan seorang 

pelaku jera atas tindakannya namun juga dapat memperbaiki pola pikir 

dan kehidupan mereka kedepannya serta menjadi kaca perbandingan 

bagi masyarakat pada umumnya.
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